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ABSTRAK

Pidana merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang
melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Adanya pidana
diharapkan dapat menjadi hakim maupun polisi bagi terjadinya tindak kriminalitas
yang ada. Terkait masalah tindak kriminalitas yang terjadi, maka pemberian pidana
sangat dibutuhkan. Hal ini dimaksudkan agar dalam setiap tindakan atau perbuatan
seseorang, dilakukan secara cermat dan tidak menyimpang dalam hukum. Akan tetapi
seiring terjadinya tindak kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak, khususnya
terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian, maka diperlukan adanya ketentuan
hukum tertentu dan penanganan secara khusus. Hal ini dikarenakan adanya factor-
faktor tertentu yang dimiliki oleh seorang anak, dan kemudian oleh penulis
dimasukan ke dalam pokok permasalahan, yakni: 1) Bagaimanakah pidana anak
pelaku pencurian dalam hukum Islam dan hukum pidana Positif?, 2) Berapakah batas
usia anak dikenakan pidana menurut perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-
analitik-komparatif, yaitu suatu penelitian yang bertolak dari pemaparan suatu
masalah tentang pidana bagi anak pelaku pencurian dan ketentuan-ketentuan yang
terdapat dalam hukum pidana Islam dan hukum Positif, kemudian data-data tersebut
dianalisis dengan membandingkan keduanya untuk memperoleh perbedaan dan
persamaan. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (Library Research), atau
penelitian yang menggunakan karya-karya kepustakaan sebagai sumber data utama,
di samping dokumen-dokumen lain yang mendukung validitas penelitian yang
dilakukan.

Hasil penelitian ini adalah pertama, ketentuan hukum terhadap pidana bagi
anak pelaku pencurian dalam hukum Islam, menjelaskan bahwa terdapat dua
alternatif yakni diberikan pengampunan dan diserahkan kepada ulil amri (hukuman
ta’zir). Dalam hukum Positif disebutkan bahwa anak yang melakukan tindak
kriminalitas, khususnya terhadap tindak pencurian dapat dikenakan berbagai
hukuman berupa pengembalian kepada orang tuanya dan hukuman dari pemerintah
(negara). Akan tetapi pidana yang terdapat hukum Positif lebih beragam, mulai dari
pidana kurungan, denda, karantina maupun pemenjaraan. Kedua, ketentuan terhadap
batas minimum usia anak yang dapat dikenakan pidana dalam hukum Islam
dijelaskan sampai pada batas usia anak menginjak masa remaja (dewasa), yakni
antara 15 tahun sampai 18 tahun. Dimana pada usia tersebut merupakan masa anak
dalam kemampuan berfikir penuh, dan pada masa tersebut anak sudah dapat
dikenakan beban pidana atas tindakan yang dilakukannya serta anak sudah dapat
dikenakan pembebanan hukum. Sedangkan dalam hukum Positif dijelaskan berbeda-
beda, yakni dalam Pasal 4 UU No.3 tahun 1997 dijelaskan bahwa usia anak adalah 8
sampai 18 tahun dan Pasar 1 UU No.23 tahun 2002 yang menjelaskan bahwa usia
anak adalah sebelum usia 18 tahun.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, (Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor

0543b/U/1987).

I. Konsonan Tunggal

tidak dilambangkan

Be

Te

es titik atas

Je

ha titik di bawah

ka dan ha

De

zet titik di atas

Er

Zet
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Es

es dan ye

es titik di bawah

de titik di bawah

te titik di bawah

zet titik di bawah

koma terbalik (di atas)

Ge

Ef

Ka

El

Em

En




> Ha' h Ha

s Hamzah | ... apostrof

I1. Konsonan rangkap karena fasydid ditulis rangkap:

-

ORaza ditulis muta‘aqqidin

w

Bac ditulis ‘iddah
III. 7a' marbutah di akhir kata.
1. Bila dimatikan, ditulis h:

) ditulis hibah
LEPES ditulis Jjizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap
ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali
dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:
i) daxs ditulis ni'matullah
DRl B85  itulis zakatul-fitri

IV. Vokal pendek

P

~_(fathah) ditulis a contoh K pa  ditulis daraba
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(kasrah) ditulis 1 contoh eﬁﬁ ditulis fahima

" (dammah) ditulis u contoh ‘—’K ditulis kutiba

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis a (garis di atas)
Aalala ditulis jahiliyyah
2. fathah + alif maqstr, ditulis a (garis di atas)
(s ditulis yvas'a
3. kasrah + ya mati, ditulis T (garis di atas)
e ditulis majid
4. dammah + wau mati, ditulis @i (dengan garis di atas)
U8 ditulis furiid
VI. Vokal rangkap:
1. fathah + ya mati, ditulis ai
953,-.‘-.' ditulis bainakum
2. fathah + wau mati, ditulis au
J ditulis gaul
VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan
apostrof.

@33“ ditulis a'antum
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e ditulis u'iddat

ad OSG cal ditulis la'in syakartum

VIII. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-
oAl ditulis al-Qur'an
bl ditulis al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf

syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf I-nya
Oeasil) ditulis asy-syams
elaudll ditulis as-sama’

IX. Huruf besar
Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang
Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

o254l Jsd ditulis zawi al-furiad

Al d-“‘ ditulis ahl as-sunnah
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“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum,
sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka
sendir1”

Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan, jangan
pula lihat masa depan dengan ketakutan, tapi lihatlah
sekitarmu dengan penuh kesadaran.

“Beranilah menentukan pilihan, dan bertanggung

jawab atas semua keputusan yang telah dibuat.
Jangan pernah takut untuk mencoba”.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita
perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.
Daam mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan
mampu memimpin serta melihat persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang
Dasar 1945.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang
dilakukan oleh anak di bawah umur disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor
itu antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan yang cepat, arus
globalisas di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan
dan teknologi serta perubahan gaya hidup sebagian orang tua. Perubahan
yang cepat membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan
masyarakat. Perkembangan tersebut sangat berpengaruh terhadap nilai dan
perilaku anak. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih
sayang, asuhan, bimbingan, dan pembinaan dari orang tua, wali atau orang
tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan

lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan orang tua, wali atau orang



tua asuh. Kurangnya pengawasan akan mudah membawa pengaruh terhadap
anak yang dapat merugikan perkembangan pribadi anak.*

Anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau perbuatan
yang terlarang bagi anak. Perbuatan terlarang tersebut menurut perundang-
undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam
masyarakat. Anak melakukan tindak pidana yakni apabila melanggar
ketentuan dalam peraturan hukum pidana yang ada, maka pidana dan
penjatuhan sanksi ini dinilai sebagai sebuah fenomena hukum yang mampu
mengurangi tindak kriminal juga sebagai konsekuensi logis terhadap tindakan
melawan hukum.?

Namun permasalahan menghukum pelaku tindak pidana pencurian
yang dilakukan anak di bawah umur dalam memberikan tindakan edukatif
dan pidana untuk membuatnya jera tidak berhenti dengan sebatas
mengaplikasikan pidana dan penjatuhan sanksi sgja, implikasi pidana dan
penjatuhan sanksi kepada anak merupakan dilematik sosial yang perlu
diperhatikan. Dengan demikian dalam memutuskan perkara pidana anak,
seorang hakim perlu mempelgari lebih dalam sanksi bagaimana yang
seharusnya dijatuhkan kepada pelaku pencurian yang dilakukan anak di
bawah umur, mengingat anak tersebut masih belum cakap hukum, dan belum
bisa dimintai pertanggungjawaban hukum dan anak tersebut masih labil dan

sebagai individu yang pada hakekatnya sedang mengalami pertumbuhan. Jika

! Penjelasan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

2 Darwan Prints, Hukum Anak Indonesia (Bandung : Citra Aditya Bakti: 2003), him. 24.



anak melakukan sesuatu kesalahan fatal “pencurian” dan dihukum
berdasarkan hukum yang absolut, maka tidak menutup kemungkinan anak
akan menjadi trauma, terganggu psikologisnya, atau kemungkinan yang
menakutkan adalah anak akan menjadi lebih bengis dan tidak terarah
hidupnya.

Daam hal ini, yang patut diperhitungkan guna menuju terciptanya
kemaslahatan umat dan terciptanya suatu kehidupan yang harmonis, maka
poin yang harus digarisbawahi bahwa satu dari banyak kebutuhan dalam
proses bermasyarakat yang signifikan bagi setiap orang yang paling pokok
adalah kebutuhan akan rasa keadilan.

Keadilan diakui sebagai kebutuhan masyarakat yang pada gilirannya
akan melahirkan lembaga atau sebuah institusi hukum yang baik. Dengan
demikian hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam
masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-
asas keadilan dari masyarakat.®

Anak yang telah terbukti melakukan  pencurian  harus
mempertanggungjawabkan secara hukum melalui proses sidang pengadilan.
Dari beberapa jenis penjatuhan sanksi yang diancamkan terhadap pelaku
pencurian, yang paling sering terjadi adalah pidana perampasan kemerdekaan
(Hak Asasi Manusia), yaitu pidana atau pidana kurungan baik secara tunggal

ataupun secara aternatif, juga dapat ditentukan dalam waktu tertentu atau

% CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka,
1996), him. 40.



bahkan dalam waktu 15 tahun. Banyak kritik tajam yang ditujukan terhadap
pidana jenis ini, baik apabila dilihat dari eksistensinya maupun bila dilihat
dari akibat-akibat negatif lainnya yang menyertai atau berhubungan dengan
dirampasnya kemerdekaan seseorang.* Ussha-usaha yang rasiona untuk
mengendalikan atau menanggulangi kejahatan tentunya tidak hanya
menggunakan sarana“penal” (hukum pidana), tetapi juga dapat menggunakan
“non pena”, terutama jika melihat pada pelaku pidana adalah anak di bawah
umur. Usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas dalam
sektor kebijakan sosial.

Sebagian sarjana psikologi  berpendapat bahwa masa remaa
merupakan fase perkembangan yang sangat mencolok baik secara fisik,
psikologi sosial dan moralitas. Perkembangan pada masa remaja tersebut
berkaitan erat dengan dua hal pokok bagi setiap manusia® Melihat pada
kondisi ini apakah bijak menghukum seorang tindak pidana yang masih
dikategorikan sebagai anak di bawah umur, yang pada dasarnya anak
merupakan seorang yang belum sepenuhnya mengetahui apa yang
dilakukannya. Dalam menghadapi perbuatan anak, hakim harus menyelidiki
dengan teliti apakah anak tersebut sudah mampu membeda-bedakan secara

hukum akibat dari perbuatan yang dilakukannya atau belum.®

* Niniek Suparmi, Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan
(Jakarta: Sinar Grafika: 1996). HIm. 5.

% Ibid., him, 8.

®Sudarsono, Kenakalan Remaja: Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi (Jakarta: Rineka
Cipta, 1995), him. 16.



Berdasarkan kenyataan di atas maka lahirlah perundang-undangan
yang berusaha memberikan suatu kebijakan hukum yang mampu
mengakomodir kepentingan masyarakat dalam menegakkan keadilan, juga
kebutuhan anak yang memerlukan sebuah reaksi hukum yang menitik-
beratkan pada bimbingan edukatif disamping tindakan yang bersifat
menghukum. Hal ini dinila perlu untuk menjaga keharmonisan antara
menegakkan keadilan dan memberikan pelgjaran kepada pelanggar hukum
agar tidak mengulangi kembali perbuatannya. Dengan demikian di samping
terlaksananya hukum juga memperhatikan objek materil dan objek formil dari
hukuman tersebut.

Pada konstelas hukum positif kebijaksanaan hukum anak tertuang
dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 yang secara gamblang mengatur
mengenai jenis dan bentuk sanks terhadap anak. Dari peraturan
perundangan-undangan tersebut tercermin bahwa penjatuhan pidana terhadap
anak diberikan pereduksian pidana. Hal ini juga tercermin dalam konstelasi
hukum Islam yang memberikan ruksah bagi pelaku anak, yang terwujud
dalam kebijaksanaan ulil amri untuk memberikan sanks sesuai dengan
kondisi anak. Sanksi yang dijatuhkan kepada anak ini termasuk pada kategori
hukuman ta’zir yang secara teoritis tidak disebutkan secara detil seperti
halnya hukuman Aad dan gisas.

Dari perbedaan kebijaksanaan mengenai pidana bagi anak yang
melakukan tindakan pencurian ini sgjatinya juga melahirkan sebuah

konsekuensi yang berbeda pula. Peraturan perundang-undangan mengenai



jenis sanksi terhadap anak dalam konstelasi hukum positif yang terformulasi
secara rinci ternyata terdapat overlapping dan kebijakannya yang tidak
konsisten. Sedangkan pada hukum Islam penjatuhan pidana bagi anak pelaku
pencurian yang termasuk pada kategori hukuman fa’z/r pada dasarnya
bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan kondisi, pelaku jarimah-
nya dan lebih variatif sebagai menifestasi dari hukuman #a’zir yang cukup
luas. Sehingga implementasi jenis sanksi yang dijatuhkan kepada anak
memiliki banyak pilihan yang menjadikan tidak jelas dan tidak pasti, karena
sistem pemberian sanksi yang hanya bertumpu pada kebijakan hakim tanpa
ditunjang dengan kebijakan lainnya akan memberikan permasalahan baru
yang demikian kompleks.

Berbicara mengenai anak adalah suatu hal yang sangat urgen dalam
dinamika kehidupan ini, karena anak memegang potensi nasib negara dihari
mendatang dan ikut berperan serta dalam membentuk segjarah bangsa
sekaligus sebagai cermin sikap kepribadian hidup bangsa, sehingga hukum
harus mampu mengakomodir semua kebutuhan hukum anak agar tidak berada
dalam diskriminas keadilan, khususnya permasalahan yang berhubungan
dengan penjatuhan pidana terhadap anak. Jika ditinjau ulang mengenai
hukum pidana bagi anak pelaku pencurian, yang mana pelakunya adalah anak
di bawah umur merupakan permasalahan pelik yang harus diselesaikan
dengan cara yang profesional, karena jika salah penanganan akan berakibat
fatal bagi pribadi sang anak, sehingga dalam implementasi pidana bagi anak

pelaku pencurian harus melibatkan banyak pihak.



Atas dasar ini penulis merasa perlu untuk mengkaji masalah pidana
bagi anak pelaku pencurian menurut hukum Islam dan hukum positif. Sebab
pada kenyataanya sistem hukum yang berlaku di Indonesia dalam berbagai
kasus kejahatan yang dilakukan anak di bawah umur dirasa belum
memperoleh kepastian hukum. Sementara itu mayoritas masyarakat Indonesia
beragama Islam, sehingga dalam penelitian ini mengkomparasikan hukum

Islam dan hukum positif.

B. Pokok Masalah
Berdasarkan pemaparan dari latar belakang yang dikemukakan
sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah pidana anak pelaku pencurian menurut perspektif hukum
Islam dan hukum positif?
2. Berapa batas usia anak pelaku pencurian dikenakan pidana menurut

perspektif hukum Islam dan hukum positif?

C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan Penelitian
a.  Mendeskripskan pidana bagi anak pelaku pencurian studi
komparatif hukum Islam dan hukum positif.
b. Menjelaskan batas usia anak dikenakan pidana menurut perspektif
hukum Islam dan hukum positif.

2. Kegunaan Pendlitian



a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap khazanah keilmuan,
khususnya di bidang hukum pidana Islam dan pidana positif.

b. Menemukan persamaan dan perbedaan persepsi antara hukum Islam
dan hukum positif sehingga akan memperoleh pijakan hukum yang
dapat diaplikasikan dalam pelaksanaan hukum bagi anak pelaku

pencurian.

D. Telaah Pustaka

Dalam hal ini penulis sepenuhnya menyadari bahwa kajian hukum
Islam dan hukum positif — khususnya mengenai pidana bagi anak pelaku
pencurian — telah banyak dibahas oleh beberapa penulis terdahulu, baik
berupa penelitian lapangan maupun penelitian pustaka.

Beberapa kajian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini antara
lain adalah penelitian yang dilakukan oleh Sholehuddin yang berjudul Sistem
Sanksi Dalam Hukum Pidana.” Penelitian tersebut mengupas tentang
penerapan sanksi dalam peradilan pidana yang masih menganggap sanksi
tindakan sebagal sanksi yang bersifat komplementer, dengan kata lain sama
dengan fungsi tambahan yang bersifat fakultatif. Penetapan sanksi hanya
mengandalkan single track sistem yang telah menimbulkan berbagai
komplikas dalam sistem sanksi perundang-undangan pidana. Dalam bukunya

tersebut ia menawarkan sebuah solusi jitu dalam sebuah sistem pemidanaan,

" Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2004), him. 31-32.



la mengatakan bahwa sebaiknya dalam sistem pemidanaan tidak hanya
mementingkan faktor sanks pidana sgja tetapi juga harus menekankan pada
sanksi tindakan, hal ini dianggap perlu karena pada dasarnya sanksi pidana
hanya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan
lebih bersifat antisipatif terhadap perbuatan pidana.

Wagiati Sutedjo juga pernah mengadakan penelitian serupa, yang ter-
cover dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Anak.® 1a menyatakan
perlunya studi hukum pidana anak karena realita membuktikan konteks
kriminal yang dilakukan anak di bawah umur kian meningkat seperti copet
atau pencurian. Selain menguraikan gejala timbulnya kenakalan anak serta
prosedur pemeriksaan dan hak-hak atas perlindungan anak juga menguraikan
mengenai perlakuan terhadap anak pelaku pidana harus memperhatikan
keberadaannya sebagai pelaku kriminal yang memiliki perilaku berbeda
dengan karakteristik orang dewasa. Dalam membahas berbagai permasalahan
kenakalan remga dan bebergpa hukum yang menjeratnya Wagiati
menginformasikan buku Sudarsono yang berjudul Kenakalan Remaja,’
sehingga akan diketahui ketentuan-ketentuan khusus bagi anak di bawah
umur mengenai penjatuhan sanksinya.

Penelitian Sudarto dalam Kapita Selekta Hukum Pidana,™ salah satu

bagian dalam buku tersebut mengungkap tentang kejahatan dan problematika

8 Wagiati Sutedjo, Hukum Pidana Anak (Bandung: Refika Aditama, 2006), him.61.

® Sgjauh ini penulis tidak menemukan buku karya Sudarsono yang diinformasikan Wagiati
tersebut.

10 sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), him.71-72.
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penegakan hukum, masalah penghukuman dan gagasan pemasyarakatan dan
pengertian serta ruang lingkup peradilan anak.

Selanjutnya buku karangan Barda Nawawi Arief yang berjudul
Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana
Penjara.™ Buku ini mengupas seputar kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan
pemerintah dan teori-teori tentang penanggulangan tindak kejahatan dengan
memberikan hukuman penjara. Badra mencermati bahwa penjara (sanksi
pidana) harusah mempunya fungs lain bagi penghuninya. la juga
menyatakan bahwa fungsi penjara selain sebagai antisipasi (meredam) tindak
kejahatan, juga berfungsi sebagai sarana pembinaan dan penyadaran bagi para
narapidananya, sehingga nantinya dapat kembali hidup di dalam masyarakat
secara normal dan membaur.

Buku karya Dwija Priyatno yang berjudul Sistem Pelaksanaan Pidana
Penjara di Indonesia.** Buku ini mengupas bagaimana pelaksanaan pidana
penjara di Indonesia khususnya dengan sistem pemasyarakatan, termasuk
pelaksanaan pidana bagi anak. Dwija berpendapat bahwa pemikiran-
pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan (penjara) tidak semata-mata
terfokus pada fungs penjeraan, akan tetapi juga merupakan suatu usaha
rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi para penghuninya (narapidana). Dalam

hal ini menggunakan sistem pemasyarakatan yang merupakan pelaksanaan

! Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan
Pidana Penjara (Semarang: CV. Ananta, 1994).

2 Dwija Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, (Bandung: PT.
Refika Aditama, 2006), him. 72.
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dari pidana penjara serta perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem
pemenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Adapun sistem pemasyarakatan
tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 1995.

Berkenaan dengan kajian hukum Islam, penulis menemukan sebuah
buku yang di dalamnya membahas permasalahan pidana anak, antara lain
Usul al-Figh al-Islami, yang ditulis oleh Wahbah az-Zuhaili.** Dalam bagian
buku tersebut dibahas secara gamblang mengenai hukum syara’ dan unsur-
unsurnya, selain itu penulis menemukan keterangan dalam hal mahkum ‘alaih
berkaitan dengan pengertian ahliyyah, pembagian-pembagian ahliyyah dan
mengenai halangan ah/iyyah.

A Hanafi dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana Islam,*
membicarakan tentang kebijakan hukum Islam dalam pelaksanaan hukuman
terhadap pelaku tindak pidana. Secara jelas dapat disimpulkan bahwa pelaku
tindak pidana dalam ha pelaksanaan hukuman tidak membatasi dari segi
umur tetapi jika seseorang telah baligh maka ia dipandang sebagai seorang
yang cakap melakukan hukum.

Hukum Pidana Islam: Figih Jinayah,” buah karya Rahmat Hakim
membahas mengenai seputar permasalahan jarimah dan pertanggungjawaban
pidana dalam perspektif hukum Islam beserta dalil-dalil yang terdapat dalam

a-Qur'an dan hadits-hadits Nabi SAW. Selanjutnya yaitu dalam buku

3 Wahbah az-Zuhaili, Usul al-Figh al-Islami (Kairo, Dar al-Fikr, 1986), I.
4 A. Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), him.177

> Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam: Figih Jinayah (Bandung: Pustaka Setia, 2000),
him.177.
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Dekonstruksi Hukum Pidana Islam,'® karya Makhrus Mungjat juga turut
mewarnai dalam mengkaji lebih dalam mengenai apa sebenarnya yang
menjadi hakekat pidana dan pemidanaan dalam hukum Islam serta penegakan
supremasi hukum Islam.

Selain tersebut di atas, penulis menemukan sebuah karya ilmiah dalam
bentuk skripsi yang disusun oleh Badruzzaman yang berjudul: Tinjauan
Hukum Islam terhadap Pemidanaan dan Pemberian Sanksi Anak Nakal
dalam UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak,*” yang menjelaskan
tentang sistem pemidanaan dan pemberian sanksi anak nakal dalam Undang-
Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak dalam hukum Islam
ditinjau dari pendekatan normatif.

Skripsi lain adalah yang disusun oleh Laily Dyah Reeki yang
berjudul: Kenakalan Anak Dalam Kaitannya dengan Pertanggungjawaban
Pidana Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam,*® menguraikan tentang
kenakalan anak dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana menurut
hukum positif dan hukum Islam.

Nopiyanti Fajriyah juga menyusun skripsi yang berjudul: Penjatuhan

Pidana dan Pemidanaan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Komparatif

16 Makhrus Mungjat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam (Y ogyakarta: Logung Pustaka,
2004), him.

7 Badruzzaman, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemidanaan dan Pemberian Sanksi
Anak Nakal Dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Skripsi tidak diterbitkan,
Fakultas Syari’ ah IAIN Sunan Kalijaga Y ogyakarta (2003).

8 Laily Dyah Rejeki, Kenakalan Anak dalam Kaitannya dengan Pertanggungjawaban
Pidana menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah
IAIN Sunan Kalijaga Y ogyakarta (2001).
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Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia).® Di dalam skripsi
tersebut dijelaskan bahwa proses penjatuhan pidana dan pemidanaan yang
dilakukan terhadap anak mempunyai batasan-batasan tertentu, yang sesuai
menurut undang-undang, yakni pasal 10 Undang-Undang No. 15 Tahun 1995,
Undang-Undang No. 3 Tahun 1997. Selanjutnya M Hafid juga menyusun
skripsi yang berjudul: Konsep Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan
(Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif).?’ Tulisan
tersebut menitikberatkan kajiannya pada konsep (esens) dari penjara yang
dikaitkan dengan sistem pemasyarakatan yang sekarang ini berlaku serta
efektifitas dari penjaraditinjau dari hukum Islam dan hukum positif.
Berdasarkan penelaahan terhadap karya tulis di atas, maka skripsi ini
berbeda dengan karya tulis atau hasil penelitian yang sudah ada. Sebab dalam
skrips ini, penulis akan membahas pidana bagi anak pelaku pencurian studi
komparatif hukum Islam dan hukum positif. Sehingga penulisan skripsi ini
sangat terkait dengan pemahaman terhadap batas usia anak dan

pertanggungjawaban pidananya.

E. Kerangka Teoretik
Pemidanaan terhadap anak di bawah umur yang melakukan pencurian

dalam hukum positif dirumuskan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997

19 Nopiyanti Fajriyah, penjatuhan pidana dan pemidanaan terhadap anak di bawah umur
(studi komparatif hukum pidana islam dan hukum pidana indonesia)

% M. Hafid, konsep penjara dengan system pemasyarakatan (studi perbandingan hukum
pidana islam dan hukum positif)
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Tentang Peradilan Anak.? Demikian pula dalam KUHP? yang juga
membahas eksistensi penjatuhan sanksi terhadap anak di bawah umur tindak
pidana pencurian. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang
Permasyarakatan, memaparkan mengenai batasan usia anak, hak-hak
nargpidana dan proses pemidanaan daam LAPAS (Lembaga
Pemasyarakatan) anak yang memberikan pembinaan dan pendidikan bagi
narapidana.

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana, harus jelas terlebih dahulu
Sigpa yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini berarti bahwa harus
dipastikan sigpa yang dinyatakan sebagai pembuat atau subjek untuk suatu
tindak pidana. Pengertian subjek tindak pidana dapat meliputi dua hal, yaitu
sigpa yang melakukan tindak pidana (s pembuat) dan siapa yang dapat
dipertanggungjawabkan.

Sejalan dengan perkembangan yurisprudens dalam hukum positif,
maka ditetapkanlah batasan usia anak yang dapat dipidana, walaupun pada
dasarnya batasan usia yang dapat dikategorikan anak itu beragam, namun
khusus mengenai batas usia pemidanaan anak ditegaskan dalam Pasal 4
Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, yaitu:

1. Batasan usia anak nakal yang dapat digukan ke sidang anak adalah
sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan

belum pernah kawin.

2! Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

2 Moeljatno, Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Jakarta: Bumi Aksara. 1996).
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2. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batasan umur sebagaimana
dimaksud dalam ayat 1 dan digukan ke sidang pengadilan, setelah anak
yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut tetapi belum
mencapai umur 21 tahun, tetap digjukan ke sidang pengadilan.

Meminjam istilah A Hanafi dalam bukunya yang berjudul: Asas-asas
Hukum Pidana Islam,?® yaitu mengenai pengertian pertanggungjawaban
pidana dalam syari’at Islam adalah pembebanan seseorang dengan hasil
(akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan
kemauannya sendiri, dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-
akibat dari perbuatannya, sehingga melihat pada kenyataan ini jika seorang
anak yang telah baligh melakukan tindak pidana pencurian maka tidak
menutup kemungkinan ia akan dihukum, walaupun tidak akan dijatukan
pidana seperti yang tercantum dalam hukum al-Qur’an yang dikenai dengan
hukuman Aad.

Adapun formulasi hukum Islam mengatur mengenai ahliyyah yang
menurut Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya Usul al-Figh al-Islami®* adalah
sifat-sifat yang dimiliki oleh seseorang yang dijadikan ukuran oleh syar’i
untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan syara’, maka dapat
diklasifikasikan seorang anak pada bagian tertentu (sesuai klasifikasi yang
ada). Yang perlu dipertegas bahwa di dalam hukum Islam penjatuhan pidana

bagi anak yang melakukan pencurian tidak berdasarkan pada umur seseorang,

2 A Hanafi, ibid. him. 87.

2 Wahbah az-Zuhaili, ibid. him. 158.



16

akan tetapi pada baligh atau belum serta kemampuan memahami suatu tak/if
dan keberakalan orang yang melakukan tindak pidana (Jar/ima#h) tersebut.
Pembagian ahliyyah meliputi:*
1. Ahliyyah al-wujub
K ecakapan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban.
a.  Ahliyyah al-wujub an-naqgisah
Anak yang masih berada dalam kandungan ibunya (janin). Janin
sudah dianggap memiliki ahliyyah al-wujub tetapi belum sempurna.
b. Ahliyyah al-wujub al-kamilah
Kecakapan menerima hak bagi seorang anak yang telah lahir ke
dunia sampai dinyatakan baligh dan berakal, sekalipun akalnya
masih kurang.
2. Ahliyyah al-ada’
Sifat kecakapan bertindak hukum bagi seseorang yang telah dianggap
sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, baik yang
bersifat positif maupun negatif.

Tindak pidana pencurian yang dilakukan anak merupakan salah satu
bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dalam lingkup masyarakat.
Perilaku menyimpang ini merupakan ancaman yang nyata terhadap norma
norma sosial. Banyak usaha untuk menanggulangi perilaku ini dalam
berbagai cara. Salah satunya adalah pencegahan dan pengendalian kejahatan

dengan menggunakan hukum pidana dengan berbagar macam bentuk

% bid, him 163-166
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sanksinya. Penetapan bentuk sanks ini merupakan masalah yang sangat
urgen dalam hukum pidana. Sanksi juga diharapkan sebagai sebuah
pembelgjaran bagi anak agar tidak mengulangi perbuatannya.

Penjatuhan pidana terhadap anak sebagai salah satu bagian dari mata
rantai perencanaan penanggulangan kegahatan, memerlukan tahap
perencanaan matang mengenai kebijakan tindakan apa yang seharusnya
diambil apabila terjadi sesuatu pelanggaran hukum. Sehingga dalam
penetapan sanksinya harus imbang antara tujuan hukum dengan kebutuhan
anak yang pada dasarnya sedang mengalami proses perkembangan. Tujuan
mempidanakan dan kebutuhan anak dalam hal ini merupakan tolak ukur dari
penetapan sanks yang akan digunakan, agar pidana yang dijatuhkan kepada
anak dapat berjalan dengan efektif dengan melihat siapa objeknya dan apa
tujuannya, maka akan tergambarkan kebijakan penetapan jenis sanksi pidana
apa yang dianggap paling baik untuk mencapai tujuan, setidak-tidaknya
mendekati tujuan, tidak dapat dilepaskan dari persoalan pemilihan berbagai
alternatif.

Lebih rinci Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam bukunya yang
berjudul: Teori-Teori dan Kebijakan Pidana,”® menegaskan sehubungan
dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu, maka sudah
barang tentu harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pemidanaan yang

diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan umum tersebut. Barulah

% Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni,
2005), him. 54.
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kemudian dengan bertolak atau berorientasi pada tujuan itu, dapat ditetapkan,
sarana atau tindakan apa yang akan digunakan dalam pemidanaannya.
Perumusan tujuan ini dimaksudkan untuk dapat mengetahui atau mengukur
sejauh mana sarana berupa pidana atau tindakan yang telah ditetapkan dapat
secara efektif mencapai tujuan.

Perumusan tujuan dalam pidana anak kemudian akan melahirkan
kebijakan mengenai penetapan jenis dan bentuk pidana secara sistematis,
sesuai dengan kondisi pelaku pidana yang dalam hal ini adalah anak. Secara
teoritik, setiap pemidanaan harus didasarkan paling sedikit pada keadaan-
keadaan individual baik yang berkaitan dengan tindak pidana yang

bersangkutan atau dengan pelaku tindak pidana.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara bertindak menurut sistem aturan
atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasiona

dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal .

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dipergunakan dalam penelitian ini,
secara kategorikal termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (Library
Research), yakni menjadikan bahan-bahan pustaka (buku, surat kabar,
jurnal, dan lainnya) sebagai sumber data utama yang berhubungan

dengan objek pembahasan penelitian.

%" Anton Bakker, Metode-Metode Filsafat (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), him. 14.



19

2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif analitik komparatif, yakni
menuturkan, menggambarkan dan mengklasifikasikan secara obyektif
data yang dikaji sekaligus menginterpretasikan data tersebut.”® Dengan
memberikan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai pidana
penjara anak dan memberikan kejelasan suatu objek yang kemudian
dibandingkan dengan dua sistem hukum yaitu hukum Islam dan hukum
Positif dengan memberikan penilaian secara objektif.
3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan
yuridis normatif yakni sebuah pendekatan yang mencoba untuk
mengetahui bentuk pidana yang dijatuhkan untuk anak di dalam
pandangan hukum positif menurut Pasal 10 Undang-Undang No. 12
Tahun 1995, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan
Anak; dan menurut hukum Islam, yang bersumberkan nash (al-Qur’an
dan as-Sunnah) serta ketentuan ijma’ fugaha.
4. Teknik Pengumpulan Data
Pembahasan skripsi merupakan hasil penelitian kepustakaan.
Maka cara pengumpulan data literalnya dilakukan dengan pengumpulan
serta penggalian bahan-bahan pustaka yang berhubungan (koheren)

dengan objek penelitian ini, guna mendapatkan landasan teoritis berupa

% Nana Sudjana, Tuntunan Penyusunan Karya llmiah, Makalah, Skripsi, Tesis, Desertasi
(Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1999), him.17.
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pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli, dan juga guna

memperoleh informasi dan data dari naskah yang ada.

Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini maka data yang digunakan
adalah menelaah bahan pustaka yang tersedia, baik berupa sumber
primer maupun sumber skunder. Adapun sumber primer penelitian ini
adalah al-Qur’ an, al-Hadits, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal
10 UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Permasyarakatan dan UU No. 3
Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

Sedangkan bahan skunder berupa sumber pendukung, yaitu segala
sumber yang memuat informasi tentang objek penelitian ini, baik dari
kitab-kitab figh, undang-undang yang mempunyai relevansi, kitab-kitab
ushul figh, ensiklopedi (hukum Islam), tafsir, artikel, internet dan lain
sebagainya.

Analisis Data

Dalam menganalisis data-data yang telah terkumpul, penyusun
menggunakan metode kualitatif dan komparatif, yakni membandingkan
ketentuan-ketentuan mengenai pidana bagi anak pelaku pencurian

menurut hukum Islam dan hukum Positif.
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G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pokok bahasan
secara sistematis yang terdiri dari lima bab. Adapun masing-masing bab
terdiri dari sub-sub bab sebagai perinciannya. Adapun sistematika
pembahasannya adal ah sebagai berikut:

Pada bab I, merupakan pendahuluan yang memuat: pertama, latar
belakang masalah yang berisi tentang alasan-alasan timbulnya suatu masalah
yang diteliti. Kedua, pokok masalah yang merupakan penegasan terhadap apa
yang terkandung didalam latar belakang masalah. Ketiga, tujuan yang hendak
dicapa dan kegunaan yang diharapkan dalam tercapainya penelitian ini.
Keempat, telaah pustaka sebagai penelusuran terhadap literatur-literatur yang
telah ada sebelumnya, serta kaitannya terhadap objek penelitian ini. Kelima,
kerangka teoritik adalah sebagai pisau (alat) yang digunakan untuk
menganalisis terhadap pokok masalah dan kerangka berpikir yang digunakan
penyusun untuk memecahkan masalah. Keenam, metode penelitian
merupakan penjelasan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan
data, serta menganalisis data. Ketujuh, sistematika pembahasan sebaga upaya
memudahkan dalam penyusunan.

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang pidana bagi anak
pelaku tindak pidana pencurian, maka dalam bab 11 penulis mengemukakan
tentang pidana bagi anak pelaku tindak pidana pencurian dalam hukum Islam,
meliputi: pertama, pengertian pidana dan hukuman menurut perspektif

hukum Islam. Kedua, kedudukan anak dalam hukum Islam. Ketiga, pidana
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bagi anak pelaku pencurian. Keempat, ketentuan hukum mengenai pidana
bagi anak pelaku pencurian.

Adapun bab I11, penulis mengemukakan tentang pidana bagi anak
pelaku tindak pidana pencurian menurut hukum positif, meliputi: pertama,
pengertian pidana dan hukuman menurut perspektif hukum positif. Kedua,
kedudukan anak dalam hukum positif. Ketiga, pidana bagi anak pelaku
pencurian. Keempat, ketentuan hukum mengenai pidana bagi anak pelaku
pencurian.

Selanjutnya pada bab 1V, menjelaskan analisis perbandingan antara
kedua sistem, yakni hukum Islam dan hukum positif khususnya di dalam
menelaah dan menganalisis tentang pidana anak pelaku tindak pidana
pencurian, serta batas usia anak dikenakan pidana menurut kedua hukum
tersebut.

Bab VV merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-



BAB |1
PIDANA BAGI ANAK PELAKU PENCURIAN

MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Pidana dan Hukuman Menurut Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Pidana

Istilah hukum pidana dalam bahasa Arab dikenal dengan jinayah,
yang merupakan bentuk mazdar dari kata jana, yang secara etimologi
berarti berbuat dosa atau salah.' Orang yang berbuat jahat disebut jar,
sedangkan orang yang dikenakan perbuatan disebut /mujna ‘alaih.

Secara terminologi, kata jfinayah mempunyai beberapa arti,

seperti yang diungkapkan Abdul Qadir Audah:*
Ay e gl i o J2dll aBg el gl pd 2 ma Jad
Jadi, pengertian jinayah adalah semua perbuatan yang
diharamkan. Perbuatan yang diharamkan adalah tindakan yang dilarang
atau dicegah oleh syara’. Apabila dilakukan memiliki konsekuensi yang
akan membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta benda.
Pada umumnya para fuqaha menggunakan istilah jinayah, hanya
untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa ataupun

anggota badan. Oleh kerena itu kejahatan seperti pemukulan,

' Kamus al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), hlm.
216. Lihat juga A. Djazuli, Fikih Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), him. 1.

% Abdul Qadir Audah, At-Tasyri’ al-Jinai al-Islami, (Beirut: Dar al-Kutub, 1963), I: 67.

23
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pembunuhan dan sebagainya, secara otomatis juga termasuk dalam
pembahasan jinayah dan membatasi istilah ini dengan perbuatan yang
diancam dengan hukuman Auaud dan gisas.

Dari berbagai batasan mengenai istilah j/nayah, maka pengertian
Jinayah dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu: jinayah dalam pengertian
luas dan jinayah dalam pengertian sempit. Pengklasifikasian ini
berdasarkan atas aplikasi penjatuhan sanksi terhadap pelaku pidana.
Jinayah dalam pengertian berarti perbuatan yang dilarang oleh syara’
yang dapat mengakibatkan hukuman /ad atau fa’zir. Sedangkan dalam
pengertian sempit berarti perbuatan yang dilarang syara’ yang dapat
menimbulkan hukuman Aad. bukan ta’zir?

Yang dimaksud hukuman /Aad adalah suatu sanksi yang
ketentuannya sudah ditetapkan dalam al-Qur’an. Sedangkan hukuman
ta’zir dijatuhkan dengan mempertimbangkan berat ringannya pidana dan
tuntunan kepentingan umum dalam artian sanksi apa yang pantas
dijatuhkan kepada pelaku pidana. Dalam implementasinya sanksi Za’z/ir
ini merupakan sanksi yang dijatuhkan oleh w/if amri, bukan berdasarkan
pada ketentuan pokok seperti pada hukum Aad.

Penggunaan istilah jinayah memiliki pengertian yang sama
dengan istilah jarimah baik dari segi etimologi maupun terminologi. Pada

dasarnya istilah jarimah mengandung arti perbuatan buruk, jelek, atau

* A. Djazuli, ibid., him. 1-2.
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dosa. Jadi pengertian jarimah secara harfiah sama halnya dengan
pengertian Jinayah.

Dari segi etimologi jarimah merupakan bentuk masdar dari kata
jarama yang berarti berbuat salah. Menurut terminologi, al-Mawardi

o N .4
mendefinisikan sebagai:

2 ) s lgie il ja ) dae il @l s

2. Pengertian Hukuman

Dalam suatu peraturan hukum pidana baik yang memuat larangan
melakukan maupun perintah untuk melakukan sudah semestinya disertai
dengan adanya sanksi atau hukuman supaya bentuk larangan maupun
perintah itu diakui oleh segenap anggota masyarakat yang bersangkutan.
Kemudian bagaimana cara menghukum pelanggar aturan itu tentunya
memerlukan aturan lebih lanjut yang merupakan bagian dari suatu sistem
hukuman.

Sanksi atau hukuman dalam hukum pidana Islam disebut “gab
(bentuk singularnya sedangkan bentuk pluralnya adalah ‘wqubah) yang
memiliki arti siksaan atau balasan terhadap kejahatan.

Abdul al-Qadir Audah dalam bukunya: at-7asyri’ al-Jinai al-
Islami? memberikan definisi hukuman sebagai pembalasan atas
pelanggaran perintah Syara’ yang ditetapkan untuk kemaslahatan

masyarakat.

* Al-Mawardi, Al-Ahkam Al-Sultaniyah (Mesir: Dar al-Bab al-Halabi, 1973), him. 219.

> Abdul al-Qadir Audah, at-Tasyri’ al-Jinai al-Islami (Kairo: Dar al-Kitab al-Arabi, 1963),

hlm. 609.
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Sedangkan menurut Abu Zahrah, dalam bukunya: A/-Jarimah Wa
al-‘Uqubah fi Figh al-Islam,° hukuman merupakan siksaan bagi si pelaku
kejahatan sebagai balasan baginya dan hukuman itu merupakan suatu
ketetapan syara’ di dalam menghilangkan mafsadah, dan menghilangkan
mafsadah itu sendiri merupakan kemaslahatan.

Senada dengan yang dikemukakan oleh Abdul al-Qadir Audah
tersebut, Ahmad Fathi Bahansi dalam bukunya: a/-Mas’uliyyah al-
Jina’iyyah Figh al-Islami] mengemukakan tentang hukuman adalah
bahwa hukuman juga merupakan bagian ketetapan dari syar’i sebagai
upaya pencegahan terhadap dilakukannya pelanggaran-pelanggaran baik
yang berupa melakukan perbuatan yang dilarang maupun melakukan
suatu perintah dari syar’i itu, yang dengan upaya pencegahan itu seorang
pelaku jarimah tidak lagi melakukan pelanggaran itu atau perbuatan-
perbuatan yang pada intinya melanggar aturan. Dalam hal ini hukuman
itu lebih bersifat prevensi (pencegahan) khusus yaitu bagi pelaku
Jarimah. Berbeda dengan pemaparan Abdul al-Qadir Audah yang lebih
bersifat prevensi umum atau dengan mempertimbangkan kepentingan
masyarakat.

Dari beberapa pengertian di atas dapat dikemukakan bahwa

hukuman merupakan balasan atas perbuatan pelaku kejahatan yang

® Muhammad Abu Zahra, A/-Jarimah Wa al-‘Uqubah fi Figh al-Islam (Mesir: Dar al-Fikri,
1974), him.112.

" Ahmad Fathi Bahansi, a/-Mas uliyyah al-Jina’iyyah Figh al-Islami, (Kairo: Dar al-Qalam,
1961)., him.251
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mengakibatkan orang lain menjadi korban dari perbuatannya, dan
ditetapkannya hukuman bertujuan untuk kemaslahatan bersama.

Esensi dari hukuman bagi pelaku suatu jarimah menurut Islam
adalah pertama, pencegahan serta balasan (ar-rad’uv wa al-zajru), dan
kedua adalah perbaikan dan pengajaran (a/-islah wa at-tahzib). Dengan
tujuan tersebut, pelaku jarimah diharapkan tidak mengulangi perbuatan
jeleknya. Di samping itu juga merupakan tindakan preventif bagi orang

lain untuk tidak melakukan hal yang sama.

B. Kedudukan Anak dalam Hukum Islam

Anak dalam hukum Islam memiliki kedudukan yang cukup strategis,
di mana selain sebagai pewaris dan penerus keluarga juga merupakan aset
dari penerus bangsa, sehingga membutuhkan perhatian dan perlakuan yang
intent (khusus), dan pengertian anak dalam berbagai disiplin ilmu berbeda-
beda dan penulis hanya memaparkan pengertian anak dari segi hukum Islam
maupun hukum positif. Hukum Islam telah menetapkan bahwa yang
dimaksud dengan anak adalah seorang manusia yang telah mencapai umur
tujuh tahun dan belum balligh, sedang menurut kesepakatan para ulama,

manusia dianggap baligh apabila mereka telah mencapai usia 15 tahun.® Kata

% A Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hlm. 369.
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baligh berasal dari fi’il madi balaga, yablugu, bulgan yang berarti sampai,
menyampaikan, mendapat, baligh, masak.’
Pendapat dari ahli figh mengenai kedudukan anak adalah berbeda-
beda menurut masa yang dilaluinya yaitu :
1. Masa Tidak Adanya Berfikir
Pada masa ini dimulai sejak anak lahir sampai berusia 7 tahun dan
pada masa tersebut, perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak tidak
dikenakan hukuman.
2. Masa Kemampuan Berfikir Lemah
Pada masa ini dimulai sejak anak berusia 7 tahun sampai
mencapai anak mencapai masa kedewasaan. Kebanyakan fugaha
membatasinya sampai usia 15 tahun, karena pada masa tersebut
merupakan proses pengajaran bagi anak. Pengajaran ini meskipun
sebenarnya hukum, namun tetap dianggap sebagai hukuman mendidik
bagi anak, dan bukan hukuman pidana.
3. Masa Kemampuan Berfikir Penuh
Pada masa ini dimulai sejak mulai mencapai usia kecerdasan yang
pada umumnya telah mencapai usia 15 tahun atau 18 tahun. Pada masa
ini anak telah dikenakan pertanggung jawaban pidana atas tindak pidana

yang dilakukan.'

® Mahmud Yunus, Kamus Bahasa Arab-Indonesia (Jakarta: Yayasan Penyelenggara
Penterjemah/Penafsiran Al-Qur’an, 1973), him. 71.

' Sudarsono, Kenakalan Remaja, cet. ke-2 (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), him. 10.
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Adapun menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud dengan batasan
seorang anak adalah apabila ia telah bermimpi (mimpi basah), dengan
kata lain anak sudah baligh. Adapun salah satu tanda-tanda baligh bagi
anak adalah apabila anak telah mencapai usia 15 tahun seperti riwayat

dari Ibnu Umar:
s e qu ) llisaal g alu g dsle dil o il Lo caca el W
M el i 0l Ul s Gaiall o 0 dile Caca o g (3 ay ald A
Adapun yang menjadi dasar tidak cakapnya seorang anak adalah

disandarkan pula pada ketentuan hukum yang terdapat dalam al-Qur’an

yakni:

sl 52 105 agie Aol 8 S AL ia il 1Sl

(hiniglh i S Gay s Sl 1 lans W sl La SIKBY 5 agll sal

| 5330 agll sl agall aiedy 133 a5 pmally JS Ll )58 (S g
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Menurut Imam Asy-Syafi’i seorang anak telah dikatakan mencapai
dewasa apabila telah sempurna umur anak yakni 15 tahun, baik laki-laki
maupun perempuan. Kecuali bagi laki-laki yang sudah ihtilam maupun
perempuan yang sudah haid sebelum mencapai umur 15 tahun, maka

sudah dianggap dewasa dan hal ini dikutip oleh Chairuman dan

""" Sayyid Sabiq, Figh Sunah I, (Semarang: Toha Putra, tt), him. 40.

'2.QS. An-Nisa (4): 6.
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Suharwardi dalam bukunya yang berjudul hukum perjanjian dalam
Islam."

Seorang anak laki-laki yang bermimpi sehingga mengeluarkan air
mani walau belum berumur 15 tahun, sudah dianggap dewasa. Hal ini
dikarenakan adanya ketentuan hukum yang terdapat dalam al-Qur’an

yakni:
G gl (e (Al (S | dliels alal) aSia JUilaY) &Ly 130

M aa e )y Al 2SI A Gy

Pada tingkatan pertama, kesepakatan ulama menyatakan bahwa
tidak adanya kemampuan menggunakan alam pikirnya, bermula dari
anak tersebut dilahirkan sampai berumur 7 tahun.

Dalam tingkatan kedua, kemampuan untuk mempergunakan
pikirannya. Akan tetapi, masih dianggap lemah dikarenakan kondisi jiwa
yang masih labil dan pada tingkatan ini bermula pada usia 7 tahun hingga
berakhir sampai ia baligh.

Sedangkan untuk tingkatan yang ketiga, kemampuan dalam
mempergunakan alam pikirannya secara sempurna. Bermula dari
balighnya seorang anak setelah berumur 15 tahun (pendapat keumuman
ulama figh) maupun setelah berumur 18 tahun (pendapat Abu Hanifah

dan Mashur Malik).

' Chairuman dan Suharwardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam (Jakarta: Sinar
Grafika, 1996), him. 10.

' QS. An-Nur (24): 59.
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Anak adalah sebuah anugrah bagi sebuah keluarga dan bagi
sebagian yang lain, anak adalah segala-galanya bagi orang tua. Karena
anak sangat penting dan memerlukan perhatian agar tidak menjadi musuh
orang tua nantinya, maka di dalam agama Islam memberikan tuntunan

yang lebih bagi anak untuk setiap keluarga.

C. Jarimah Bagi Anak yang Dianggap suatu Pelanggaran
Jarimah (tindak pidana) dalam Islam, jika dilihat dari segi berat
ringannya hukuman ada tiga jenis, yaitu Audud, gisas diyat dan ta’zir.””
1. Jarimah Huaud

Yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis ancaman dan
hukumannya ditentukan oleh nas, yaitu hukuman Aad (hak Allah).
Hukuman had yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan
tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban atau
walinya) atau masyarakat yang mewakili (ulil amri).

Para ulama sepakat bahwa yang termasuk kategori dalam jarimah
hudud ada tujuh, yaitu: zina, ¢azf (menuduh zina), pencurian,
perampokan atau penyamunan (/irabalh), pemberontakan (al-baghy),
minum-minuman keras, dan riddah (murtad)

2. Jarimah Qisas Diyat

"> Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, cet. ke-1 (Yogyakarta: Logung,
2004), him. 44.
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Yaitu perbuatan yang diancam dengan hukuman ¢/sas dan diyat. Yang
termasuk dalam kategori jarimah qisas diyat.
a. pembunuhan sengaja (al-gatl al-‘amd)
b. pembunuhan semi sengaja (al-gatl sibh al-‘amd)
c. pembunuhan keliru (al-qatl khata’)
d. penganiayaan sengaja (a/-jarh al-‘amd)
¢. penganiayaan salah (a/-farh khata’)
3. Jarimah Ta’zir
Yaitu memberi pelajaran, artinya suatu jarimah yang diancam
dengan hukuman £a’z/r yaitu hukuman yang selain /ad dan gisas diyat.
Yang termasuk dalam kategori jarimah ta’zir seperti sumpah palsu, saksi
palsu, mengicu timbangan, mengingkari janji, menghianati amanat, dan

menghina agama.

D. Ketentuan Hukum Mengenai Pidana Anak Pelaku Pencurian
Adapun ketentuan hukum yaitu berdasarkan nash al-Qur’an dan al-
Hadist. Allah berfirman di dalam Al-Qur’an Surah Al-Maidah ayat 38 sebagai

berikut:

10 S e aly bl e MG LuS La ol 52 Lot 1paladls 23,Lud19 3, L1

Dalam garis hukum yang dapat difahami dari ayat Al-Qur’an dan

Hadist di atas adalah yaitu sebagai berikut:

'® QS. al-Maidah (38): 165.
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1. Sanksi hukum bagi laki-laki dan perempuan yang mencuri adalah potong
tangan sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai
siksaan dari Allah.

2. Umat-umat terdahulu kalau ada orang mulia yang mencuri, mereka
membiarkannya, tetapi apabila mereka dapati orang yang lemah di antara
mereka yang mencuri, mereka akan menjatuhkan hukuman ke atasnya.
Demi Allah, sekiranya Sayyidatina Fatimah binti Muhammad yang
mencuri, niscaya aku akan memotong tangannya.

3. Seorang pencuri tidak akan mencuri jika dia berada di dalam keimanan,
yaitu iman yang sempurna.

4. Rasullah saw. memotong tangan seseorang yang mencuri harta senilai satu

perempat dinar ke atas.

'7 Al-lmam Abi al-Husaini Muslim lbn al-Hajjaj al-Qusairy an-Naisabury, Sahih Muslim,
Juz 3, (‘Arabiyah: Dar al-Kutub as-Sunnah, 136 M), him. 1315.
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5. Rasullah saw. pernah memotong tangan seorang yang mencuri sebuah
perisai yang bernilai sebanyak tiga dirham.

6. Rasullah saw. bersabda: Allah melaknat seorang pencuri yang mencuri
telur sehingga dipotong tangannya, kemudian dia mencuri tali lalu
dipotong tangannya.

7. Diriwayatkan dari Nabi saw. katanya: Seorang lelaki berkata: aku akan
memberikan sedekah pada seorang perempuan yang berzina, yaitu
pelacur, orang kaya, seorang pencuri. Boleh jadi perempuan zina itu
berhenti dari berzina karena sedekahmu. Orang kaya itu pula dapat
mengambil pengajaran dan mau membelanjakan sebagian dari harta yang
telah dianugerahkan oleh Allah kepadanya dan mungkin juga pencuri itu
akan berhenti dari mencuri karena sedekahmu itu.'®

Adaupun persyaratan hukum potong tangan bagi pencuri yang
berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits yang secara tegas mengungkapkan bahwa
sanksi hukum terhadap pelanggaran pidana pencurian, yaitu potong tangan
dengan syarat sebagai berikut:

1. Nilai harta yang dicuri jumlahnya mencapai satu nisbah, yaitu kadar harta
tertentu yang ditetapkan sesuai dengan undang-udang.

2. Barang curian itu dapat diperjaulbelikan.

3. Barang dan/atau uang yang dicuri bukan milik Bartul Mal.

4. Pencuri usianya sudah dewasa.

'8 Hadis ini dikutip dari CD Holy Qur’an dan Alhadis: Kumpulan Hadis Riwayat Bukhari
dan Muslim, 2002, hadis No. 565.
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5. Perbuatan dilakukan atas kehendaknya bukan atas paksaan orang lain.

6. Tidak dalam kondisi dilanda krisis ekonomi.

7. Pencuri melakukan perbuatannya bukan karena untuk memenuhi
kebutuhan pokok.

8. Korban pencurian bukan orang tua, dan bukan pula keluarga dekatnya
(muhrim).

9. Pencuri bukan pembantu korbannya. Jika pembantu rumah tangga mencuri
perhiasan.

10. Ketentuan potong tangan, yaitu sebelah kiri. Jika ia masih melakukan
untuk kedua kali maka yang harus dipotong adalah kaki kanannya. Jika ia
masih melakukan untuk ketiga kali maka yang harus dipotong adalah
tangan kanannya. Jika ia masih melakukan untuk yang keempat kalinya
maka yang harus dipotong adalah kaki kirinya. Jika ia masih melakukan

untuk kelima kalinya maka harus dijatuhkan hukuman mati."

1% Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)., him 67



BAB I11
PIDANA BAGI ANAK PELAKU PENCURIAN

MENURUT HUKUM POSITIF

A. Pengertian Pidana dan Hukuman Menurut Perspektif Hukum Positif
1. Pengertian Pidana

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang
yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Di
dalam hukum modern, pidana juga meliputi apa yang disebut “tindakan”
(tata tertib). Dalam pengertian hukum adat, istilah “pidana’
dipersamakan dengan istilah “reaksi” (adat).*

Di Indonesia, suatu pidana diatur dalam sebuah undang-undang
hukum pidana, yang mana berfungsi dalam mengatur tindakan pidana
dan pidana yang terjadi dalam masyarakat, sehingga tercipta tata
kehidupan yang tentram dan selaras dengan aturan hukum yang ada.

Hukum hanya memperhatikan perbuatan-perbuatan yang
“soziarelevant”, artinya hukum hanya mengatur segala sesuatu yang
bersangkut paut dengan masyarakat. Hukum pidana pada dasarnya tidak
mengatur sikap batin seseorang yang bersangkutan dengan tata susila,’

sehingga sangat mungkin ada perbuatan yang secara kesusilaan sangat

1 A. Fuad Usfa dan Tongat, Pengantar Hukum Pidana (Malang: UMM Press, 2004), him.

2 bid., him. 6.

36
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tercela, tapi hukum pidana atau Negara tidak turun tangan di dalam
aturan hukum atau hukum yang benar-benar hidup dalam masyarakat.
2. Pengertian Hukuman

Berbicara tentang hukum maka hukum terbagi menjadi dua, yaitu
hukum privat dan hukum publik yang mana hukum pidana termasuk di
dalam hukum publik, hal ini berlaku hingga dewasa ini. Dahulu di Eropa
yang juga di Indonesia, tidaklah dipisah-pisahkan antara kedua hukum
itu, sehingga gugatan baik yang termasuk di dalam hukum publik
sekarang ini maupun yang termasuk hukum privat dijatuhkan oleh pihak-
pihak yang dirugikan.

Istilah hukuman ini berasal dari kata straf yang merupakan istilah
yang sering digunakan sebagai sinonim dari istilah pidana. Istilah
hukuman yang merupakan umum dan konvensional, dapat mempunyai
arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah tersebut dapat berkonotasi
dengan bidang yang cukup luas® Yang dimaksud dengan pidana
(hukuman) ialah perasaan tidak enak (penderitaan sengsara) yang
dijatuhkan oleh hakim dengan vonis pada orang yang melanggar undang-
undang hukum pidana* Dalam hal yang demikian digunakan istilah
hukuman dalam arti sempit yaitu hukuman dalam perkara pidana dan

bukan dalam perkara-perkara lain seperti hukuman yang dijatuhkan oleh

% Niniek Suparni, Existensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, cet. ke-1,
(Jakarta: Sinar Grafika, 1996), him. 11.

4 R. Sugandhi, KUHP dan Penjelasannya, (Surabaya: UsshaNasional, t. t.), him. 12.
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hakim dalam perkara perdata dan juga bukan hukuman terhadap
pelanggar di luar undang-undang.

Sebaga gambaran pengertian hukuman, perlulah kiranya
diperhatikan definisi-definisi yang dipaparkan oleh para ahli maupun
sarjana hukum, yang diantaranya selain menjelaskan tentang hukuman
juga menjelaskan perbedaannya dengan pengertian pidana dan yang
berhubungan dengannya.

Penghukuman sering kali sinonim dengan pemidanaan seperti
yang dipaparkan Sudarto, yaitu: penghukuman berasal dari kata hukum,
sehingga dapat diartikan sebagal menetapkan hukum atau memutuskan
tentang hukumnya (berechten). Menetapkan hukum untuk suatu
peristiwa itu tidak hanya menyangkut hukum pidana sgja, akan tetapi
juga hukum perdata. Oleh karena itu tulisan ini berkisar pada hukum
pidana, sehingga istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni
penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan
pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.
Penghukuman di sini mempunyai makna sama dengan sentence atau
veroordeling.®

Dari pandangan Sudarto tersebut dapat diambil ketahui bahwa
penghukuman merupakan sinonim dari pemidanaan, yang berdasarkan

uraian dalam kamus bahasa Indonesia digunakan istilah hukuman dalam

71-72.

® Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, cet. ke-2 (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), him.
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arti khusus yaitu penderitaan yang diberikan kepada seseorang yang
melanggar undang-undang, yang dijatuhkan oleh hakim. Hal ini
disebabkan tidak adanya atau belum ada kesepakatan terhadap masalah
hukuman ini, yang mana sering ditemukan kata-kata hukuman 10 tahun
penjara dan kadang didapati kata-kata dipidana 10 tahun penjara, juga
tidak bisa dikatakan bahwa tidak ada sarjana yang tidak membedakan
arti dari hukuman dengan pidana.

Sedangkan menurut Andi Hamzah, bahwa hukuman adalah suatu
pengertian umum, sebagai suatu sanks atau penderitaan atau suatu
nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana —
yang mana Andi Hamzah berusaha membedakan kedua istilah tersebut —
adalah merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum
pidana.®

Lebih jauh lagi penuturan Tirtaamidjgja, bahwa hukuman adalah
suatu penderitaan, yang dikenakan oleh hakim kepada s terhukum
karena melanggar suatu norma hukum.” Dan bahwa hukuman sebagai
sanksi dari suatu norma hukum tertentu adalah tanda dari hukum pidana
itu, yang membedakannya dari bagian-bagian hukum yang lain.

Hukuman adalah siksa dan sebagainya yang diletakkan pada
orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya; keputusan yang

dijatuhkan hakim.

® Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), him. 143.

" Tirtaamidjaja, Pokok-pokok Hukum Pidana, (Jakarta: Fusco, 1955), him. 122.
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Demikianlah pendapat para sarjana dan para ahli hukum positif
memberikan pendapatnya mengena pengertian dari hukum itu, yang
meskipun didapati dari berbagai pandangan itu berbeda satu sama lain,
namun pada dasarnya sama dalam hal pemberian suatu derita dari hukum
pidana.

Adapun yang dimaksud dengan hukum anak adalah sekumpulan
peraturan hukum, yang mengatur tentang anak. Adapun hal-hal yang
diatur dalam hukum anak itu, meliputi: sidang pengadilan anak, anak
sebagai pelaku tindak pidana, anak sebagai korban tindak pidana,
kesgjahteraan anak, hak-hak anak, pengangkatan anak, anak terlantar,

kedudukan anak, perwalian, anak nakal, dan lain sebagainya®

B. Kedudukan Anak dalam Hukum Positif

Merujuk dari kamus besar bahasa Indonesia, bahwa seorang anak
diartikan sebagai manusia yang masih kecil atau belum dewasa® Di
dalam Pasal 45 KUHP juga disebutkan bahwa: “Dalam menuntut orang
yang belum cukup umur (minderjarig) karena melakukan perbuatan
sebelum umur 16 tahun, seorang hakim boleh memerintahkan supaya si
tersalah (anak) dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau
pemeliharanya, dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau

memerintahkan s tersalah (anak) diserahkan kepada pemerintah dengan

8 Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), him. 1.

® DEPENAS, Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,
2005), him. 41.
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tidak dikenakan suatu hukuman, yakni jika perbuatan itu masuk bagian
kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 489,
490, 492, dan lain sebagainya, dan perbuatan itu dilakukan sebelum lalu
dua tahun sesudah keputusan dahulu yang menyalahkan dia melakukan
perbuatan salah satu pelanggaran ini atau suatu kejahatan, atau
menghukum anak yang bersalah itu”.

Adapun di dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa anak adalah
seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, temasuk anak
yang masih dalam kandungan. dari rumusan tersebut dapat diketahui
bahwa anak yang berhak mendapat perlindungan hukum tidak memiliki
batasan minimal umur.’® Dari anak masih dalam kandungan, sampai ia
berhak mendapatkan perlindungan. Dalam Pasal 1 butir 2 Undang-
Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesgahteraan Anak, yang disebut
anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu)
tahun dan belum pernah kawin.

Sedangkan dalam hukum perdata dijelaskan dalam Pasal 370 bab
kelima belas tentang kebelumdewasaan seseorang, yang berbunyi: belum
dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan

tidak lebih dahulu kawin.* Jadi anak adalah orang yang belum berumur

19 Redaksi Citra Umbara, Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak, (Bandung: CitraUmbara, 2003), him. 4.

1 R. Subekti dan R. Tjitro Sudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgelijk
Wetbhoek: Dengan Tambahan UU Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta:
Pradnya Paramita, 1994), him. 76.
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21 tahun dan belum menikah. Menurut ketentuan Pasal 45 KUHP, bahwa
seseorang dikatakan masih anak-anak, haruslah mempunyai dua syarat,
yakni:

1. Orang atau anak itu ketika dituntut haruslah belum dewasa, yang
dimaksud belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21
tahun dan belum pernah kawin. Jika seseorang kawin dan bercerai
sebelum berumur 21 tahun, maka ia telah dianggap sebagai
seseorang yang sudah dewasa.

2. Tuntutan itu mengenai perbuatan pidana pada waktu ia berumur 16
tahun.

Bismar Siregar dalam bukunya menyatakan bahwa dalam
masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan
umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut
perhitungan pada usia itulah s anak bukan lagi termasuk atau tergolong
anak, tetapi sudah dikatakan dewasa.*

Dalam membicarakan permasalahan batas usia berapa seseorang
dikatakan tergolong anak di dalam hukum positif, ternyata banyak yang
tidak seragam batasannya. Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979
Tentang Kesgahteraan Anak, disebutkan bahwa batasan anak adalah

sebelum mencapal umur 21 tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir

12 Bismar Siregar, Keadilan dalam berbagai aspek hukum nasional, (Jakarta: Rajawali,
1986), him. 105.
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1).”® Kemudian dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan, membatasi usia anak di bawah kekuasaan orang tua dan di
bawah perwalian sebelum mencapai umur 18 tahun (Pasal 47 ayat (1) dan
Pasal 50 ayat (1)." Dalam undang-undang pemilihan umum, yang
dikatakan anak adalah belum mencapai umur 17 tahun (pasal 9 ayat 1).
Sedangkan dalam Undang-Undang Peradilan Anak ditentukan batas
minimal dan maksimal usia anak, yaitu sekurang-kurangnya 8 tahun dan
maksimal umur 21 tahun serta belum pernah kawin (Pasal 1 ayat 1 dan

2) '16

C. Pidana Bagi Anak Pelaku Pencurian
Secara umum, perbuatan-perbuatan anak yang secara yuridis
dikategorikan melawan hukum dapat diidentifikasi dari rumusan pengertian
tentang kenakal an anak.
Ada beberapa pasal yang menggariskan tentang kenakalan anak ahli
hukum dan mantan Hakim Agung Republik Indonesia 1968, Sri Widoyati

Lokito, memberikan definisi kenakalan remaja dengan semua perbuatan yang

¥ Redaksi Citra Umbara, Undang-Undang Kesejahteraan Anak, (Bandung: Sinar Grafika,
1997), him. 52.

4 Redaksi Bumi Aksara, Undang-Undang Pokok Perkawinan, cet. Ke-3, (Jakarta: Bumi
Aksara, 1999), him. 39.

5'S. sapto Aji, Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Pemilihan Umum, cet. Ke-3,
(Semarang: Anekallmu, 1986), him. 4.

1° Bismar Siregar, Telaah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Wanita,
(Yogyakarta: Pusat Studi Kriminologi F. H. Ull, 1986), him. 3, lihat juga pasal 42 Undang-
Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
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dirumuskan dalam perundang-undangan dan perbuatan lainnya yang pada
hakekatnya merugikan masyarakat yang harus dirumuskan secara terperinci
dalam Undang-Undang Peradilan Anak.'’

Daam Undang-Undang Peradilan Anak Pasa 1 ayat (2)
menggunakan istilah anak nakal, sedang pengertian anak adalah anak yang
melakukan tindak pidana atas anak yang menurut peraturan baik perundang-
undangan maupun menurut peraturan hukum lain menyimpang dari aturan
yang ditetapkan dan peraturan tersebut hidup dan berlaku dalam masyarakat
yang bersangkutan.

Pemaparan tersebut melahirkan kesimpulan bahwa unsur dari
perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah:

1. Perbuatan dilakukan oleh anak-anak
2. Perbuatan itu melanggar aturan atau norma
3. Perbuatan itu merugikan bagi perkembangan si anak tersebut.

Ketiga unsur di atas harus dipenuhi untuk dapat diklasifikasikan
sebagai suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak.

Bentuk-bentuk kenakalan anak yang didasarkan pada berbagai
pengertian tentang kenakalan anak yang dikemukakan oleh para pakar,
misalnya olen Moedikdo, setidaknya terdapat tiga kategori perbuatan yang
masuk dalam klasifikas kenakalan anak atau Juvenile Delinquency, yaitu

sebagaimana dikutip B. Simanjuntak:*®

7 Sri Widoyati, Kenakalan Anak., him. 17.

18 B, Simanjuntak, Latar Belakang Kenakalan Remaja, (Bandung: Alumni, 1973), him. 76.
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1. Semua perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa sementara perbuatan
itu menurut ketentuan hukum normatif adalah perbuatan pidana, seperti
mencuri, menganiaya dan lain sebagainya.

2. Semua perbuatan atau perilaku yang menyimpang dari norma tertentu atau
kelompok tertentu yang dapat menimbulkan kemarahan dalam
masyarakat.

3. Semua aktifitas yang pada dasarnya membutuhkan perlindungan sosial,
semisal gelandangan, mengemis dan lain sebagainya.

Lebih jelas lagi, bentuk-bentuk kenakalan anak dapat disebutkan
sebagai berikut:™®

1. Kebut-kebutan di jalan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan
membahayakan diri sendiri serta orang lain.

2. Perilaku ugal-ugalan yang mengacaukan ketenteraman masyarakat sekitar.

3. Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antar suku, dan
kadang-kadang membawa korban jiwa.

4. Membolos sekolah lalu bergelandang di sepanjang jalan.

5. Kriminalitas seperti; mengancam, memeras, mencuri, mencopet,
membunuh dan lain sebagainya.

6. Berpesta pora sambil mabuk-mabukan.

7. Pemerkosaan, agresifitas seksual dan pembunuhan dengan motif seksual.

8. kecanduan bahan-bahan narkotika.

9 Kartini Kartono, Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja, (Jakarta: Rajawali, 1992), him.
21-23.
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Tindakan-tindakan amoral, seksual secara terang-terangan dan kasar.
Homo seksualitas, erotisme, anal dan oral.
Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan
Komersialisasi seks, pengguguran janin dan pembunuhan bayi
Tindakan radikal dan ekstrim.
Perbuatan asosial lain disebabkan oleh gangguan kejiwaan
Tindakan kejahatan disebabkan karena penyakit tidur atau karena luka
pada otak.
Penyimpangan tingkah laku yang disebabkan karena organ-organ yang
inferior.

Sementara bila ditinjau dari sudut pandang normatif, vyaitu

berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum pidana positif, maka bentuk-bentuk

kenakalan anak dapat disebutkan sebagai berikut:

1.

2.

K gjahatan-kejahatan kekerasan berupa pembunuhan dan penganiayaan.
Pencurian, berupa pencurian biasa dan pencurian penggel apan.

Penggel apan.

Penipuan.

Perampasan.

Gelandangan.

Anak sipil.

Penyalahgunaan obat terlarang (narkoba)



47

Keseluruhan bentuk kenakalan anak baik yang diklasifikasikan
berdasarkan definisi maupun berdasarkan rujukan normatif (ketentuan hukum
pidana) tersebut selanjutnya dapat dibagi dalam 4 jenis, yaitu:

1. Kenakalan yang menimbulkan korban fisk pada orang lain seperti
perkelahian, perkosaan, perampokan, pembunuhan dan sebagainya.

2. Kenakalan yang menimbulkan korban materi, seperti perusakan,
pencurian, pencopetan dan sebagainya.

3. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban pihak orang lain, seperti
pelacuran dan penyalahgunaan obat terlarang (narkoba)

4. Kenakalan yang melawan status, seperti mengingkari status anak sebagai
pelgjar dengan cara membolos, mengingkari status orang tua dengan cara
minggat dari rumah atau tidak taat atau membantah perintah dan

sebagainya.

D. Ketentuan Hukum Mengenai Pidana Bagi Anak Pelaku Pencurian
Pencurian di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 362
KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau
sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk
menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum
karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara
selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya enam puluh
rupiah”.
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Menurut Sri Widoyati Lokito, banyak yang mempengaruhi

pemidanaan yang terdapat dalam Undang-Undang, yaitu:*°

a. Hal-hal yang memberatkan pemidanaan

Hal-hal yang memberatkan pemidanaan dapat dibedakan menjadi

dua hal, yaitu:

1)

2)

Kedudukan sebagai pejabat

Menurut Pasal 52 KUHP, apabila seorang pejabat karena melakukan
tindak pidana dari jabatannya, maka kesempatan atau sarana yang
diberikan padanya karena jabatannya, pidananya ditambah
sepertiganya. misalnya seorang agen polisi diperintah untuk menjaga
uang Bank Negara Indonesia, jangan sampai dicuri orang tetapi ia
sendiri yang melakukan pencurian atas uang itu, di sini dia
melanggar kewagjiban yang istimewa dalam jabatannya, maka
pidananya dapat ditambah sepertiganya.

Pengulangan tindak pidana (Recidive)

Barangsiapa yang melakukan tindak pidana dan dikenakan pidana,
kemudian dalam waktu tertentu diketahui melakukan tindak pidana
lagi, dapat dikatakan pelakunya mempunyai watak yang buruk. Oleh
karena itu, undang-undang memberikan kelonggaran kepada hakim
untuk mengenakan pidana yang lebih berat. Menurut hukum pidana
modern, recidive itu dibedakan menjadi dua, yaitu : recidive
kebetulan atau pelaku kejahatan yang mengulangi kejahatannya
karena terpaksa seperti karena tuntutan ekonomi dan ada istilah
recidive biasa yaitu pelaku kegjahatan yang melakukan kejahatannya
karena merupakan suatu kebiasaan recidive biasa inilah yang harus
diperberat pemidanaannya.

b. Hal-hal yang meringankan pemidanaan

1)

Percobaan (poging)
Dalam Pasal 53 KUHP terdapat unsur-unsur dari delik percobaan,

yaitu:

0 gri Widoyati Lokito, Kenakalan Anak.,



2)

3)
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a Harusadaniat
b. Harus ada permul aan pel aksanaan
C. Pelaksanaan itu tidak selesai semata-mata bukan karena
kehendak sendiri

Ancaman pidana itu hanya ditujukan terhadap percobaan
kejahatan, sedangkan untuk percobaan pelanggaran tidak bisa
dikenakan pidana.
Pembantuan (medepllichtige)

Menurut Pasal 56 KUHP, barangsiapa yang sengaja membantu
melakukan kegahatan dan memberi kesempatan dengan upaya atau
keterangan untuk melakukan kejahatan dalam hal pembantuan
maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga. Dan bila diancam
dengan penjara seumur hidup, maka maksmum hukumannya 15
tahun.

Belum cukup umur (Minderjarig)

Belum cukup umur (minderjarig) merupakan hal yang meringankan
pemidanaan karena usia yang masih muda belia itu kemungkinan
sangat besar dapat memperbaiki kelakuannya dan diharapkan kelak
bisa menjadi warga yang baik dan berguna bagi nusa dan bangsa.
Daam hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana timbul
pertanyaan, apakah setiap anak yang bersalah melakukan suatu
tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan? pada mulanya, sistem
pertanggungjawaban bagi anak-anak didasarkan kepada kemampuan
bertanggung jawab, sistem yang mendasarkan kepada kemampuan
bertanggung jawab dan batas usia tertentu bagi seseorang anak, tidak
dianut lagi dalam hukum pidana di Indonesia dewasa ini. Namun
yang dianut sekarang adalah sistem pertanggungjawaban yang
menyatakan bahwa semua anak asal jiwanya sehat dianggap mampu
bertanggung jawab dan dapat dituntut.

Bagi anak yang mampu bertanggung jawab masih tetap
dimungkinkan untuk tidak dipidana, terutama bagi anak yang masih
sangat muda. Namun tidak harus diartikan bahwa Undang-undang
masih membedakan antara yang mampu dan tidak mampu
bertanggung jawab.
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Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak
terhadap anak nakal dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana
tambahan atau tindakan. Dengan menyimak Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2)
diatur pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak nakal.

1. Pidana Pokok
Ada beberapa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal,
yaitu:
a. pidanapenjara
b. pidanakurungan
c. pidanadenda, atau
d. pidanapengawasan.
2. Pidana Tambahan
Pidana tambahan terdiri dari:
a. perampasan barang-barang tertentu
b. pembayaran ganti rugi.
3. Tindakan
Beberapa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal (Pasal 24
ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak)
adalah:*
a.  mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh,
b. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan,

pembinaan, dan latihan kerja.

2! Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), him. 27.
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c. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau organisasi sosial
kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan,
dan latihan kerja.

Selain tindakan tersebut, hakim dapat memberi teguran dan
menetapkan syarat tambahan.

Penjatuhan tindakan oleh hakim dilakukan kepada anak yang
mel akukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut
peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain.

Dalam segi usia, pengenaan tindakan terutama bagi anak yang
masih berumur 8 (delapan) tahun sampai 12 (dua belas) tahun. Terhadap
anak yang telah melampaui umur di atas 12 (dua belas) tahun dijatuhkan
pidana. Hal itu mengingat pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental,
dan sosial anak.

Sedang rumusan pengenaan tindakan terhadap anak menurut
Pasal 132 rancangan KUHP adalah:

1. pengembalian kepada orang tua, wali atau pengasuhnya.

2. penyerahan kepada pemerintah atau seseorang.

3. keharusan mengikuti suatu latihan yang diadakan oleh pemerintah
atau suatu badan swasta.

4. pencabutan surat izin mengemudi.

5. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.

6. perbaikan akibat tindak pidana,

7. rehabilitas dan atau
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8. perawatan di dalam suatu lembaga.
4. PidanaPenjara

Berbeda dengan orang dewasa, pidana penjara bagi anak nakal lamanya
% (satu perdua) dari ancaman pidana orang dewasa atau paling lama 10
(sepuluh) tahun. Terhadap anak nakal tidak dapat dijatuhkan pidana mati
maupun pidana seumur hidup. Dan sebagai gantinya adalah dijatuhkan
salah satu tindakan.”

5. Pidana Kurungan

Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak naka maksimal
setengah dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi dewasa.
Mengenai apakah yang dimaksud maksimum ancaman pidana kurungan
bagi orang dewasa, adalah maksmum ancaman pidana kurungan
terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan yang ditentukan
dalam KUHP atau Undang-undang lainnya (penjelasan Pasal 27).

6. PidanaDenda

Seperti pidana penjara dan pidana kurungan maka penjatuhan pidana
denda juga dijatuhkan setengah dari maksimum ancaman pidana denda
bagi orang dewasa. Bila denda itu tidak dapat dibayar, maka wajib
diganti dengan latihan kerja selama 90 hari dengan jam kerja tidak lebih
dari 4 jam sehari dan tidak boleh dilakukan di malam hari. Tentunya hal
demikian mengingat pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan
sosial anak serta perlindungan anak.?*

7. PidanaBersyarat
Garis besar ketentuan pidana bersyarat bagi anak naka sesuai dengan

rumusan Pasal 29 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan
Anak adalah:*

2 bid., him. 29.
3 \bid.
2 1bid., him. 30.

% Redaksi Sinar Grafika, Undang-undang No.3 ., him.
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1. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan, apabila pidana penjara yang
dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun, sedangkan jangka waktu masa
pidana bersyarat adalah paling lama 3 (tiga) tahun.

2. Daam putusan pidana bersyarat diberlakukan ketentuan berikut:

a. Syarat umum, yaitu anak nakal tersebut tidak akan melakukan
tindak pidanalagi selama menjalani masa pidana bersyarat.

b. Syarat khusus, yaitu untuk melakukan atau tidak melakukan hal
tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap
memperhatikan kebebasan anak.

3. Pengawasan dan bimbingan
a. Selama menjadani masa pidana bersyarat, jaksa melakukan

pengawasan dan bimbingan kemasyarakatan ~melakukan
bimbingan agar anak nakal menepati persyaratan yang telah
ditentukan.

b. Anak naka yang menjalani pidana bersyarat dibimbing oleh
balai pemasyarakatan berstatus sebagai klien pemasyarakatan.

c. Selamaanak nakal berstaus sebagai klien pemasyarakatan dapat
mengikuti pendidikan sekolah.

8. Pidana Pengawasan

Pidana pengawasan adalah pidana khusus yang dikenakan untuk anak

yakni pengawasan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum terhadap

perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut dan
pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

Anak nakal yang diputus oleh hakim untuk diserahkan kepada negara di

tempatkan di lembaga pemasyarakatan anak sebagai anak negara, dengan
maksud untuk menyelamatkan masa depan anak atau bila anak
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menghendaki anak dapat diserahkan kepada orang tua asuh yang
memenuhi syarat.?®

% Bambang Waluyo, Pidana., him. 31.



BAB IV

ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A.

TERHADAP PIDANA BAGI ANAK PELAKU PENCURIAN

Ketentuan Hukum Terhadap Pidana Anak Pelaku Pencurian

Pidana atau hukuman dalam hukum Islam bertujuan untuk memelihara
dan menciptakan kemaslahatan manusia serta menjaga dari hal-hal yang
mafsadah. Selain itu juga, adanya hukuman ditetapkan untuk memperbaiki
individu dan tertib sosial.'

Terkait masalah hukuman terhadap pidana bagi anak pelaku
pencurian, dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara jelas dan tidak ada
ketentuannya. Hukum Islam hanya menjelaskan hukuman bagi pelaku tindak
pidana pencurian bagi orang yang sudah dewasa (/mukallaf), dan bukan
terhadap orang yang belum mengerti akan hukum (anak-anak). Hal ini di
jelaskan dalam hadits nabi yang berbunyi:

O s iy S U g g aliag s all ge O30 e Bl Al

2 Audle ge deal el G s O il

Adapun hukuman terhadap tindak pidana pencurian dalam hukum

Islam adalah berupa hukuman Aad dan ta’Zzir. Hukuman had dijatuhkan

kepada pencurian kecil (sarigah alsughra) dan pencurian besar (sarigah al-

210.

' A. Djazuli, Figh Jinayah ,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 25.

2 Abu Daud, Fi Rihabi as-Sunnah al Kutubi al-Shihahi al-Sittah, (Jakarta: Beirut), him.
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kubra). Sedangkan pencurian yang dihukum pidana #a’zir adalah pencurian
yang diancam dengan hukuman had, namun tidak memenuhi syarat untuk
dapat dilaksanakan had lantaran ada syubhat (seperti mengambil harta milik
anak sendiri atau harta bersama) dan mengambil harta dengan sepengetahuan
pemiliknya, namun tidak ada dasar kerelaan pemiliknya, juga tidak
menggunakan kekerasan.

Sedangkan pencurian yang pelakunya dilakukan oleh anak-anak
hukumannya tidak ada ketetapan dan ketentuannya dalam hukum Islam,
sehingga memerlukan adanya penganalogkan (menggqiyaskan) hukum yang
ada dengan permasalahan tersebut. Seorang anak dalam hukum Islam apabila
melakukan tindak pidana (tawuran, pencurian, dll), dijelaskan tidak
dibebankan hukuman dikarenakan belum mengerti akan hukum dan hanya
diberikan pengampunan.

Dalam beberapa ayat disebutkan bahwa sanksi terhadap tindak pidana
pencurian adalah berupa hukuman potong tangan yakni apabila melakukan
pencurian pertama kali di potong tangan kanan, kemudian kaki kiri untuk
perbuatan selanjutnya dan serupa. Akan tetapi terhadap pelaku pencurian
yang dilakukan oleh anak-anak dan berulang, maka penjatuhan pidana perlu
ditetapkan dan perlu adanya ketegasan dalam hukum. Hal ini digunakan
sebagai pembelajaran dan pemberian efek jera pada anak pelaku tindak
pidana pencurian tersebut.

Hukuman pengampunan atau pemberian maaf terhadap pidana bagi

anak pelaku pencurian diberikan apabila perbuatan tersebut baru dilakukan
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pertama kali oleh pelaku (anak), akan tetapi seiring berulangnya perbuatan

pencurian tersebut maka harus dicarikan rujukan dan ketentuan hukumannya.

Adapun pidana yang dapat ditetapkan terhadap pidana bagi anak pelaku

pencurian, diantaranya:

1. Pemberian maaf dan nasehat, apabila pelaku baru melakukan pertama kali.

2. Diserahkan kepada orang tua, apabila pelaku masih tetap melakukan
perbuatan yang terlarang (pencurian) tersebut.

3. Diserahkan kepada w/i/ amri, apabila pelaku melakukan pencurian
berulangkali dan keluarga tidak dapat menyanggupi untuk
menasehatinya. Adapun hukuman yang dilakukan oleh w/// amri terhadap
anak pelaku pencurian, yakni berupa pengasuhan dan pengasingan
(karantina, penjara, dan lain sebagainya).

Di dalam hukum positif peraturan-peraturan yang mengatur masalah

anak dan problematikanya, termuat dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997

Tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak. Adapun masalah pidana bagi anak pelaku pencurian

terdapat di dalam hukum positif, yakni termuat dalam Pasal 24 Undang-

Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak,’ dan termasuk dalam

perbuatan kenakalan anak (juvenile delinquency).

Pasal dalam Undang-Undang tersebut, menyebutkan bahwa tindakan
yang dapat dikenakan bagi kenakalan anak, diantaranya: mengembalikan

kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh; menyerahkan kepada Negara

3 Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2008), hal. 33.
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untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau menyerahkan
kepada departemen sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang
bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan pelatihan kerja.

Selain tindakan di atas, apabila anak melakukan tindak pidana
berulang seperti; tawuran, pencurian, dan lain sebagainya. Maka hukuman
bagi pelaku tindakan tersebut adalah di atur dalam Pasal 16 ayat 2 (Undang-
Undang Perlindungan Anak), yakni berupa penangkapan atau pemenjaraan,
akan tetapi proses Peradilannya, Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, dan
Penasihat Hukum, serta petugas lainnya dalam Sidang Anak tidak memakai
toga atau pakaian dinas sesuai pasal 6 Undang-Undang No 3 tahun 1997, dan
Hakim dalam memeriksa perkara anak dalam sidang, bersifat tertutup. Sesuai
pasal 8 ayat 1 Undang-Undang No 3 tahun 1997.

Bimbingan dan perlindungan anak merupakan usaha yang dilakukan
untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan
kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik
fisik, mental, maupun sosial. Adanya bimbingan serta perlindungan terhadap
anak tersebut diharapkan agar anak dapat terpenuhi kebutuhannya
(pendidikan, bersosial, kesejahteraan, dll), dan terhindar dari perbuatan-
perbuatan yang dapat merugikan dan menyengsarakan anak.

Berdasarkan hasil seminar perlindungan anak/ remaja oleh Prayuana
Pusat tanggal 30 Mei 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan

anak, yakni:
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a. Segala daya dan upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang
maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan
pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental, dan
sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.

b. Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan,
keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintahan dan swasta untuk
pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan
jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah nikah, sesuai
dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan
dirinya seoptimal mungkin.

Adapun bimbingan serta perlindungan anak yang berhubungan dengan
beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yakni:

1) Luas Lingkup Perlindungan:

a. Perlindungan yang pokok, meliputi: sandang, pangan, papan,
pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum, dll.

b. Hal-hal yang bersifat jasmaniah dan rohaniah.

c. Mengenai penggolongan keperluan yang primer dan skunder yang
berakibat pada prioritas pemenuhannya.

2) Jaminan Pelaksanaan Perlindungan:

a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu adanya
jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat
diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan

perlindungan.
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b. Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik
dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang
perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta
disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.

d.  Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di
Indonesia, tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan
di negara lain yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang
kritis).

Adanya ketentuan pidana terhadap tindak kejahatan yang dilakukan
oleh anak, dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, merupakan perwujudan
dari adanya usaha perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap
anak-anak, khususnya dalam rangka perlindungan anak. Kenakalan anak yang
terjadi selain orang tua yang menjadi tanggungjawabnya, juga oleh
pemerintah (Negara). Hal ini dikarenakan, segala sesuatu yang mengganggu
ketertiban dan meresahkan masyarakat, maka pemerintah berkewajiban ikut
serta di dalamnya atau adanya penanggulangan terhadap tindak pidana yang

terjadi.

Batas Usia Minimum Anak Dikenakan Pidana Pencurian

Dalam hukum Pidana Islam khususnya dalam figh Islam, batasan
terhadap usia minimum seorang anak tidak dijelaskan secara pasti, di samping
banyaknya perbedaan pendapat di antara para ulama. Adanya perbedaan

pendapat di kalangan para ulama figh mengenai batas usia minimum bagi
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anak yang dikenakan pemidanaan, dapat dijadikan sebuah rujukan dalam
menetapkan sanksi pemenjaraan terhadap anak.

Para ulama figh berijma bahwa seorang anak bila telah berihtilam
maka dipandang balig. Begitu juga seorang gadis baligh jika telah haid atau
kuat untuk hamil. Sesuai dengan ayat al-Qur’an:

?, alall oSie Jlada Y &l 130

Namun terjadi ikhtilaf di antara para ulama dalam penentuan umur.
Ada tiga pendapat tentang hal tersebut, yaitu:

a. Mazhab Hanafi
Mereka berpendapat bahwasanya seorang laki-laki tidak
dipandang balig sebelum ia mencapai usia 18 tahun. Adapun hujjahnya

ialah:
> ol aly i o) LY sl Jle )5 Y

Kedewasaan anak laki-laki sebagaimana yang diriwayatkan dari
Ibnu Abbas adalah dari usia 18 tahun. Adapun anak perempuan
perkembangan dan kesadarannya adalah lebih cepat, oleh sebab itu usia
awal kedewasaannya dikurangi satu tahun sehingga anak perempuan

menjadi dewasa pada usia 17 tahun.

* An-Nur (24): 59.

* Al-An’am (6): 152.
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b. Mazhab Syafi’i dan Hambali

Mereka berpendapat bahwa bila seorang anak laki-laki dan
perempuan apabila telah sempurna berusia 15 tahun, kecuali bagi laki-
laki yang sudah /Atilam dan perempuan yang sudah haid sebelum usia 15
tahun maka keduanya dinyatakan telah balig. Mereka juga berhujjah
dengan apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa dirinya diajukan
kepada Nabi saw pada hari perang Uhud sedang ia ketika itu berusia 14
tahun, kemudian Nabi tidak memperkenankannya ikut dalam peperangan.
Setelah setahun dirinya mengajukan kembali pada hari perang Khandak
yang ketika itu ia telah berumur 15 tahun dan ia diperkenankan oleh Nabi
untuk perang Khandak.’

¢. Jumhur Ulama Figh

Bahwasanya usia balig bisa ditentukan berdasarkan hukum
kelaziman. Kebiasaan yang terjadi adalah setelah terjadinya ihtilam dan
hal itu sering terjadi pada usia 15 tahun. Dengan demikian, maka umur
15 tahun itulah ditentukan usia balligh yang dipandang usia taklif (usia
pembebanan hukum), sedangkan dalam literatur bahasa yang lain
disebutkan juga anak dengan istilah mumayyiz yaitu anak yang telah
mengerti maksud dari kata-kata yang diucapkannya. Biasanya usia anak
itu genap 7 tahun sehingga bila kurang dari 7 tahun maka belum

dikatakan mumayyiz. Hukum anak mumayyiz itu tetap berlaku sampai

8 Muhammad Ali al-Sabuni, Rawai’ul Bayan Tafsir fi al-Ayat al-Ahkam min al-Qur’an,
diterjemahkan oleh Saleh Mahfud, Tafsir Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur’an, (Bandung: Al-
Ma’arif, 1994), I1: 369.
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anak itu dewasa. Dewasa ini, maksudnya cukup umur untuk berketurunan
dan muncul tanda-tanda laki-laki dan perempuan yang biasanya
pencapaian umur bagi laki-laki berusia 12 tahun sedang perempuan 9
tahun.

Kemudian kalau anak sudah melewati usia tersebut bagi laki-laki
12 tahun dan 9 tahun bagi perempuan, namun belum tampak gejala-
gejala bahwa ia sudah dewasa dari segi lahiriah maka keduanya ditunggu
sampai berusia 15 tahun.

Menurut pendapat Abu Yusuf dan Muhammad L. Hasan dalam
bukunya yang berjudul: Pendidikan Anak Dalam Islam,’ menentukan
usia dewasa bagi laki-laki 18 tahun dan bagi perempuan 17 tahun.
Mereka berdua juga berhujjah dengan firman Allah SWT di atas.
Menurut mereka lafaz &) yang diterjemahkan dengan dewasa
dimaksudkan dengan umur 18 tahun karena usia tersebut dianggap telah
matang dari segi kematangan fisik dan psikis.

Sedangkan istilah lain kata dewasa dengan kalimat — &
maksudnya adalah sanggup bertindak dengan baik dalam mengurus harta
dan menampakkan harta itu dengan pikiran yang sehat, tindakan yang
bijaksana, dan sesuai dengan peraturan agama. Dalam hal penetapan kata
dewasa terdapat perbedaan, hal itu berdasarkan atas keadaan anak dan
perkembangan masa yang dilaluinya. Apa yang telah ditetapkan oleh

para ulama figh itu hanyalah standar yang relatif, dalam hal ini Fathy

7 Abu Yusuf dan Muhammad L. Hasan, Pendidikan Anak Dalam Islam (Y ogyakarta: Titian
Ilahi Press, 1997).
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Zaghlul memberi penjelasan bahwa seorang anak dilahirkan dalam
keadaan tidak memiliki kemampuan sehingga ia mencapai usia mumayyiz
hanya saja akal dan bakatnya masih tetap muda, belum kuat untuk
menilai  perbuatan-perbuatan  yang  dilakukannya, = walaupun
melakukannya dengan sengaja. Namun kemampuan menilai itu baru
diperolehnya setelah ia dewasa, yaitu setelah akalnya cukup memiliki
kebijaksanaan dan pandangan yang jauh ke depan.

Batasan terhadap usia anak dalam hukum Islam dijelaskan lebih
luas, hal tersebut dikarenakan tidak disebutkan secara terperinci dengan
tidak adanya nas al-Qur’an yang membatasi batasan umur bagi anak-
anak. Dalil yang secara umum hanyalah mengatur agar anak dijaga,
dirawat, dan dididik sampai anak itu menikah. Seperti dalam hadis Nabi

Saw:
A (e ) Oaly O s ele BEy Sy 30 ) S (e
%, Jlilidblas

Pengertian kata > (» (=& dalam hadis itu berarti hingga berpisah
atau menikah. Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pengertian
anak dalam kaitannya dengan Pemeliharaan Anak (Bab XIV Pasal 98)
adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun, adapun bunyi

lengkapnya sebagai berikut:

¥ Imam Baihaqi, AI-Sunnah Al-Kubra, (Beirut: Muhammad Amin BMJ, 1352), I: 271.
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Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah
21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental
atau belum pernah melangsungkan pernikahan.’

Jika Kompilasi Hukum Islam tersebut dianggap sebagai salah satu
penafsiran yang sah atas hukum Islam, maka batasan yang diberikannya
itu dapat disebut sebagai aturan Islam yang patut dipegang.

Menurut Abdul Wahab Khalaf, manusia dalam kaitannya dengan
keahlian melaksanakan suatu tugas terbagi dalam tiga keadaan yaitu:

a. Manusia terkadang tidak mempunyai keahlian melaksanakan atau
kehilangan keahlian. Dalam hal ini berlaku pada anak-anak yang masih
kanak-kanak dan pada orang gila pada usia berapa pun.

b. Manusia terkadang tidak sempurna dalam keahlian melaksanakan tugas,
hal itu terjadi pada anak-anak yang baru mencapai usia mumayyiz atau
masa sebelum menginjak usia balig.

c. Manusia terkadang sempurna dalam keahlian melaksanakan tugas, hal itu
terjadi pada orang yang telah mencapai usia dewasa dan berakal. Jadi
usia itu disebut dengan ahliyat al-‘ada yang sempurna yang juga dapat
dinyatakan dengan kedewasaan manusia atau akalnya."

Tingkatan pertama kesepakatan ulama mengatakan bahwa tidak
adanya kemampuan menggunakan akal pikirannya bermula dari anak itu

dilahirkan dan berakhir sampai berusia tujuh tahun. Tingkatan kedua

? Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam di Indonsia, (Jakarta: Direktorat Pembinaan
Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama, 2001), him. 50.

' Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Usul Figh, (Beirut: Dar al-Kuwaitiyah, 1998), him. 137.
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menunjukkan adanya kemampuan untuk mempergunakan akal pikirannya,
akan tetapi masih lemah. Tingkatan ini bermula dari anak berumur tujuh
tahun dan berakhir sampai balig. Adapun tingkatan ketiga menunjukkan
bahwa kemampuan untuk mempergunakan akal pikirannya secara sempurna
itu dimulai dari balignya seorang anak yang berumur 15 tahun (pendapat
keumuman ulama figh) atau setelah berumur 18 tahun (pendapat Abu Hanifah
dan Masyhur Malikiyah). Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah bahwa
orang yang tidak pernah bermimpi (mengeluarkan mani) itu tidak dinyatakan
dewasa kecuali bila telah sampai pada usia 17 tahun. Sedang dalam riwayat
lain yang termasyhur dari Abu Hanifah adalah 19 tahun. Sehingga dari
pernyataan di atas terlihat bahwa keduanya lebih cenderung memilih usia
anak dari pada ikAtilam itu sendiri."

Suatu perbuatan dinamakan jarimah (tindak pidana, peristiwa pidana
atau delik) apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang
lain atau masyarakat baik jasad (anggota badan atau jiwa), harta benda,
keamanan, tata aturan masyarakat, nama baik, perasaan ataupun hal-hal ini
yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaannya.

Dalam hukum pidana Islam, suatu perbuatan dapat dikategorikan
sebagai tindak pidana (jarimah) apabila perbuatan tersebut telah diatur oleh
nas, dan nas tersebut tidak mempunyai arti tanpa adanya dukungan yang
dapat memaksa seseorang untuk mematuhi peraturan tersebut. Dukungan

yang dimaksud adalah penyertaan ancaman hukuman atau sanksi.

"' Sayyid Sabiq, Figh Sunnah, alih bahasa H. A. Ali, (Semarang: Toha Putra t. t.), III: 410.
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Dari beberapa literatur serta uraian yang telah dipaparkan di atas, jelas
bahwa sanksi pemidanaan maupun pemenjaraan terhadap anak dalam hukum
Islam tidak dibebankan, hal ini mengingat ketentuan adanya pembebanan
hukuman dalam hukum Islam yang ditujukan terhadap orang yang telah
mampu menggunakan pikirannya (dewasa), dan bukan orang yang belum
mampu memahami akan hukum (anak-anak).

Adapun ketentuan-ketentuan terhadap batas usia minimum bagi anak
dalam hukum positif memiliki perbedaan-perbedaan antara satu dengan yang
lain. Hal ini yang kemudian terbawa dalam masalah pemidanaan terhadap
anak, terutama yang berkaitan masalah pemenjaraan anak. Ada beberapa
undang-undang dalam hukum positif yang menjelaskan ketentuan masalah
usia anak dalam hukum, diantaranya:

a. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak
Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan
Anak Bab I Pasal 4 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak
adalah orang dalam perkara anak telah mencapai usia 8 tahun tetapi

12° Dalam

belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah kawin.
Undang-Undang tersebut, dijelaskan bahwa batasan usia anak yang dapat
diajukan ke sidang anak adalah usia 8 sampai usia 18 tahun dan belum

pernah kawin."® Hal ini berarti penerapan dan penjatuhan pidana terhadap

anak apabila terbukti melakukan atau melanggar hukum dapat dilakukan.

12 Redaksi Sinar Grafika, Undang-undang Peradilan Anak, cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar
Grafika Offset, 2000), hlm. 2.

13 Pasal 4.
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Pernyataan tersebut juga didukung oleh kalangan ahli psikologi
yang mengungkapkan bahwa masa anak-anak merupakan masa progresif
yang biasanya dimulai dari masa usia sekolah atau usia 7 tahun sampai
usia 20 tahun. Namun terkadang batasan dari sifat anak-anak tersebut
tidak dapat ditentukan dengan pasti karena hal ini berkaitan erat dengan
sifat pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dikerjakan sehingga
istilah anak-anak akan terlepas dengan perkembangan dan kematangan
jiwa seseorang. Hal ini dapat dimungkinkan sifat kedewasaan terjadi
lebih lambat dari yang biasanya terjadi.'*

Para sosiolog juga tidak menyangkal batasan umur anak seperti
yang disebutkan dalam Undang-Undang Peradilan Anak. Akan tetapi
usia anak-anak tersebut akan dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang
terdapat di sekitar lingkungannya dan faktor lingkungan itulah yang
sangat mempengaruhi terhadap pembentukan kepribadian seseorang.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 disebutkan
bahwa “yang dapat diajukan ke pengadilan anak yang sekurang-
kurangnya berumur 8 tahun tetapi belum berusia 18 tahun”. Apabila
anak melakukan tindak pidana dalam usia tersebut dan baru diadili
setelah melampaui batas usia tersebut tetapi belum berusia 21 tahun,

maka tetap diajukan ke sidang anak.

'* Samoel Soeitoe, Psikologi Perkembangan, (Jakarta: Cahaya Tunggal, 1973), hlm. 51.
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Adapun anak yang belum berusia 8 tahun, akan tetapi sudah
melakukan tindak pidana, maka dapat dilakukan langkah-langkah sebagai
berikut:

1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan oleh penyidik, ia masih dapat
dibina, maka anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya,
walinya, atau orang tua asuhnya;

2) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan oleh penyidik, anak tersebut
tidak dapat dibina, maka ia diserahkan kepada departemen sosial
setelah mendengar pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan.

b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 (Tentang Perlindungan Anak)

Sedangkan di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak tidak dijelaskan batas minimum usia anak, apabila
terkait masalah pidana dan diterapkannya pidana, khususnya terhadap
pelaku pencurian. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut
hanya menyebutkan bahwa yang dinamakan seorang anak adalah orang
yang belum berusia 18 tahun. Hal ini berarti penerapan dan penjatuhan
pidana terhadap anak apabila terbukti melakukan atau melanggar hukum
di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut adalah selama
anak belum melebihi usia 18 tahun.

Hukum pidana positif memandang bahwa seorang anak ketika
melakukan perbuatan yang melanggar hukum itu dapat dipidanakan jika
perbuatan tersebut mengandung beberapa unsur yakni:

a. perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak
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b. perbuatan itu melanggar aturan atau norma
c. perbuatan itu merugikan bagi perkembangan si anak tersebut.

Ketiga unsur itu harus dipenuhi untuk dapat diklasifikasikan
sebagai suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak. Meskipun
pelakunya masih dianggap belum cukup umur atau belum cakap dalam
hukum. Kebanyakan kasus yang terjadi lapangan yang terjadi terhadap
anak dan dapat di pidanakan tidak terlalu diperhatikan, sehingga setiap
terdapat kasus pidana yang menimpa anak, selalu berakhir penjatuhan
hukuman, walaupun pelakunya masih di bawah umur (usia anak yang
dapat dikenakan hukuman).

Persamaan dan perbedaan dalam hukum pidana Islam dan hukum
Positif terhadap batas minimum usia seorang anak yang dapat dikenai
hukuman pemenjaraan adalah dalam hukum pidana Islam tidak terdapat
ketentuan usia anak-anak yang dapat dikenakan sebuah sanksi hukuman
(pemenjaraan) dan hanya diberikan pemaafan (tidak dikenakan beban
hukuman). Lain halnya dengan hukum Positif yang menentukan adanya
batas usia seorang anak, akan tetapi tidak menyebutkan adanya batas
minimum usia dari seorang anak yang dapat dikenai hukuman (pidana),
khususnya terhadap pelaku pencurian. Hal tersebut dapat dilihat dalam
Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan
bahwa: “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.



BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan
Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hukum Islam Pidana anak sebagai bentuk pemidanaan tidak
diperbolehkan, dikarenakan posisi anak yang belum cakap hukum dan belum
wajib dikenakan sebuah hukuman ( 7ak//7). Kesalahan atau pelanggaran yang
dilakukan oleh seorang anak hanya diberikan hukuman berupa teguran
ataupun nasehat, dan bukan hukuman fisik. Selain itu, seorang anak yang
melakukan kesalahan maupun tindak pidana, dikembalikan langsung kepada
keluarga dan orang tuanya secara langsung. Sedangkan :

Dalam hukum Positif dijelaskan bahwa pidana anak termasuk dalam sanksi
pidana (punishment), yakni sebuah sanksi pidana yang dijatuhkan kepada
anak yang melakukan tindak pidana, yang bentuk sanksi tersebut adalah
hukuman penjara. Adapun sanksi pemenjaraan yang dilakukan terhadap anak
tersebut, hanya sebagai upaya terakhir dan bukan alternatif utama dalam
pemidanaan anak. Dan adapun proses Peradilannya, Hakim, Penuntut
Umum, Penyidik, dan Penasihat Hukum, serta petugas lainnya dalam Sidang

Anak tidak memakai toga atau pakaian dinas sesuai pasal 6 Undang-Undang
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No 3 tahun 1997, dan Hakim dalam memeriksa perkara anak dalam sidang,
bersifat tertutup. Sesuai pasal 8 ayat 1 Undang-Undang No 3 tahun 1997.
Dan adapun sanksi hukuman pidana bagi anak dibedakan menjadi 3 (tiga):

a. Di bawah usia 8 tahun, tidak diajukan ke sidang pengadilan dan tidak
dikenai hukuman pidana hanya dikenakan pengawasan.

b. Usia 8 hingga 12 tahun, diajukan ke sidang pengadilan dan tidak dikenai
hukuman pidana namun dikenakan tindakan.

c. Usia 12 hingga 18 tahun, diajukan ke sidang pengadilan dan dikenai
hukuman pidana. Hukuman pidana maksimal setengah dari hukuman
orang dewasa baik pidana kurungan maupun hukuman penjara.

2. Batasan usia dalam sebuah pemidanaan terhadap anak dalam hukum Islam,
disebutkan sampai mencapai usia balig (dewasa) seorang anak. Walaupun
hanya keadaan tersebut dapat mempengaruhi pertanggungjawaban. Sehingga
perbuatan melanggar hukum oleh anak bisa dimaafkan atau bisa dikenakan
hukuman, tetapi bukan hukuman pokok melainkan hukuman ta’zir,
kebanyakan dari ulama berbeda-beda pendapat terhadap ketentuan usia
seorang anak hingga ia dewasa, akan tetapi dapat ditarik sebuah kesimpulan
bahwa batasan usia anak hingga mencapai usia dewasa adalah usia antara 15
tahun sampai 18 tahun. Hal ini dikarenakan, pada usia tersebut merupakan
masa anak dalam kemampuan berfikir penuh, dan pada masa ini anak sudah
dapat dikenakan beban pidana atas tindakan yang dilakukannya. Dan

alternatif hukumannya :
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a. Di bawah 7 tahun, bebas dari hukuman pidana dan hukuman pengajaran
tetapi dikenai pertanggungjawaban perdata.

b. Usia 7 hingga 15 tahun atau 18 tahun, bebas dari hukuman pidana tetapi
dikenai hukuman pengajaran dan pertanggungjawaban perdata.

3. Sedangkan batasan usia anak yang dapat dikenakan sebuah pidana maupun
sanksi pemenjaraan dalam hukum positif dijelaskan berbeda-beda diantara
undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain. Dalam Undang-
Undang No. 3 Tahun 1997 menjelaskan bahwa usia anak adalah 8 tahun
sampai sebelum usia 18 tahun, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 adalah
seorang anak yang belum mencapi 18 tahun dan Undang-Undang yang lain.
Akan tetapi, dari kesemuanya itu (undang-undang yang ada) dapat diambil
sebuah kesimpulan bahwa dalam berbagai kasus pidana yang dilakukan
anak, tidak ada batasan usia minimum bagi seorang anak yang melakukan
tindak pidana. Sehingga dari berbagai kasus yang ada yang menimpa kepada
seorang anak dapat dikenakan pemidanaan maupun pemenjaraan, walaupun
usia dari anak tersebut baru di bawah 10 tahun, bahkan bisa jadi di bawah 8
tahun. Dan alternatif hukumannya :

a. Di bawah 8 tahun, dilakukan penyidikan kemudian dikembalikan
kepada orang tua atau diserahkan kepada Departemen Sosial.
b. Usia 8 hingga 12 tahun, diajukan ke sidang pengadilan, kemudian

dikembalikan kepada orang tua atau diserahkan kepada negara atau
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diserahkan kepada Departemen Sosial atau organisasi sosial
kemasyarakatan dengan dapat disertai teguran dan syarat tambahan.

c. Usia 12 hingga 18 tahun, diajukan ke sidang pengadilan dan dikenai
hukuman pidana dengan ketentuan maksimum pidana pokok dikurangi
setengah atau sepertiga menurut Pasal 47 KUHP atau tindakan
sebagaimana yang diperlakukan bagi anak usia 8 tahun hingga 12 tahun

4. Persamaan pidana bagi anak pelaku pencurian menurut hukum Islam dan
hukum pidana positif adalah :

a. Menetapkan perbuatan pidana yang dilakukan anak-anak menurut asas
legalitas.

b. Menetapkan faktor akal dan faktor kehendak sebagai syarat mampu
bertanggungjawab

c. Memberikan pengajaran dan pengarahan kepada anak-anak yang
melakukan tindak pidana.

5. Sedangkan perbedaan pidana bagi anak pelaku pencurian menurut hukum

Islam dan hukum pidana positif adalah dari segi dasar hukum:

Hukum Islam berdasarkan pada al-Qur’an, Hadis Rasul, [jma’ dan Ijtihad

hakim. Sedang hukum positif berdasarkan pada KUHP Pasal 44, 45, 46, dan

47 serta Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan

undang-undang lainnya.
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Saran

1. Proses pidana anak yang dilakukan terhadap anak pelaku tindak pencurian,

diharuskan tidak mengurangi dan mengganggu tumbuh kembangnya kondisi
anak. Dalam hukum pidana Islam perlu adanya pengkajian kembali terhadap
pembahasan mengenai pemidanaan disebabkan oleh anak pelaku tindak
pencurian, dan hal itu diperlukan ketika hukuman berupa nasehat tidak lagi
dihiraukan serta mengulangi perbuatan yang dilakukannya.

Sepantasnya dikembangkan pemikiran tentang pidana bagi anak pelaku
pencurian struktural/fungsional. Artinya pemidanaan tidak hanya berfungsi
untuk mempertanggungjawabkan dan membina anak sebagai pelaku
kejahatan, akan tetapi juga berfungsi untuk mempertanggungjawabkan dan
mencegah pihak-pihak lain yang secara struktural atau fungsional mempunyai
potensi dan kontribusi besar untuk terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh

anak.

. Adanya ketentuan terhadap batas minimum usia anak yang dapat di pidana

maupun di penjara, pun harus diperhatikan. Hal ini terkait kondisi dari anak
yang dalam usia tersebut belum cakap hukum dan anak tersebut masih labil,
dan merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan.

Dengan demikian penelitian ini telah dilakukan secara komparatif, namun

penelitian ini jauh dari sempurna dan masih banyak membutuhkan berbagai
kritik konstruktif sehingga hal ini dapat menjadi kontribusi berharga bagi peneliti

untuk melakukan evaluasi diri. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi diri
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penulis, khususnya dalam hukum Islam dan hukum Positif, dan tidak ketinggalan
semoga curahan petunjuk dan ampunan, serta berkah dan rahmat selalu tercurah

dari-Nya yang mengiringi terealisasinya skripsi ini.
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Lampiran : |

TERJEMAHAN

No

Hlm

FN

TERIEMAHAN

BAB I

23

Suatu tindakan yang di haramkan menurut syara', baik
itu tindakan yang di lakukan terhadap jiwa maupun
yang lainnya.

25

Semua Perbuatan terlarang di dalam hukum syar’t
ditentukan hukumannya oleh Allah dengan had atau
ta’zir.

29

11

Ketika aku menawarkan diri untuk ikut berperang
kepada Nabi SAW, aku masih berumur 14 tahun
sehingga beliau belum mengijinkan aku, lalu pada
perang khandaq aku mengajukan diri lagi pada usia
ke 15 tahun, Nabipun mengijinkanku.

29

12

Dan wjilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup
umur untuk menikah, kemudian jika menurut
pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara
harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya
dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim)
melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu)
tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka
dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu)
mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari
memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa
miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut
cara yang patut, kemudian apabila kamu menyerahkan
harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu
adakan saksi-saksi. dan cukuplah Allah sebagai
pengawas.

30

14

Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa,
maka hendaklah mereka (juga) meminta izin seperti
orang-orang yang lebih dewasa meminta izin.
Demikianlah  Allah  menjelaskan ayat-ayat Nya
kepadamu. Allah maha mengetahui lagi maha
bijaksana.

32

16

laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri,
potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan
bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan




dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana.

33

17

Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah ra. Katanya:
Sesungguhnya kaum Quraisy merasa bingung dengan
masalah seorang wanita dari kabilah Makhzumiah
yang telah mencuri. Mereka berkata: Siapakah yang
akan memberitahu masalah ini kepada Raasulullah
saw.? Dengan serentak mereka menjaawab: Kami
rasa  hanya Usamah  saja vang  berani
memberitahunya, karena dia adalah  kekasih
Rasulullha saw. Maka Usamah pun pergi untuk
member tahu kepada Rasulullah saw., lalu Rasulullah
bersabda: Jadi maksud kamu semua ialah untuk
memohon syafaat terhadap salah satu dari hukum
Allah? Kemudian Beginda berdiri dan menjawab:
Wahai manusia! Sesungguhnya yang menyebabkan
binasa umat-umat sebelum dari kamu ialah, apabila
mereka mendapati ada orang mulia yang mencuri,
mereka membiarkannya. Akan tetapi apabila mereka
dapati orang yang lemah di antara mereka yang
mencuri, mereka akan menjatuhkan hukuman ke
atasnya. Demi Allah, sekiranya Sayyidatina Fatimah
binti Muhammad yang mencuri, niscaya aku akan
memotong tangannya.

BAB IV

55

Hilangnya pena atau tidak berlakunya hukum
disebabkan oleh 3 perkara yakni: anak kecil hingga ia
baligh, orang tidur hingga ia bangun dan orang gila
hingga ia sembubh.

61

Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa,
maka hendaklah mereka (juga) meminta izin seperti
orang-orang yang lebih dewasa meminta izin.

10

61

Dan janganlah mendekati harta anak yatim, kecuali
dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia
mencapai (usia) dewasa.

11

64

Barang siapa mempunyai 3 orang anak perempuan,
maka ia wajib menafkahi mereka hingga menikah atau
meninggal, seakan hal itu menjadi penghalang dari
api neraka.




Lampiran : 1l
BIOGRAFI ULAMA’
Imam Abu Dawud
Imam Abu Dawud lahir pada tahun 202 H/817 M. Beliau adalah iman ahli
hadis yang sangat teliti, tokoh terkemuka diantara ahli hadis dan seorang mujahid.
Karya-karya beliau antara lain kitab Barasil, kitab al-Qadar, kitab al-Sunnah, kitab
al-Amal, beliau wafat pada tanggal 6 syawal 275 H/889 M.

Imam Baihaqi

Imam Baihaqi lahir pada tahun 994 H/384 M, Beliau adalah seorang ulama
ahli figh, ushul figh, hadist, dan salah seorang tokoh utama dalam mazhab Syafi'i.
Karya-karya beliau di antara lain kitab 4/-Sunan al-Kubra, kitab Ma arifa al-Sunan
wa al-Athar, kitab Bayan Khata Man Akhta'a "Ala al-Shafi’i, kitab AI-Mabsut, kitab
Al-I'tigad “ala Madhhab al-Salaf Ahl al-Sunna wa al-Jama'a, kitab Dala’il al-
Nubuwwa dan kitab Tarikh Hukama al-Islam. Beliau wafat tanggal 10 Jumadilawal
1066 H/458 M

Wahbah az-Zuhaili

Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, adalah ulama’ dari Syiria yang pakar dalam
bidang figh, usul figh dan tafsir. Lahir pada tahun 1932 di Daer Atiyyah, sebuah kota
kecil yang berjarak sekitar 60 Km utara Damaskus, ibu kota Syiria. Pendidikan dasar
dan menengah diselesaikan di Syiria, sementara pendidikan tinggi di Kairo. Terakhir
lulus dari pendidikan doctor di Fakultas Syari’ah Universitas al-Azhar, tahun 1963.
saat ini beliau aktif dengan berbagai kegiatan akademik di dalam dan luar Syiria.
Sampai tahun 1993 ia telah menulis 34 buku dengan berbagai topic seputar figh, usul
figh dan tafsir. Di antaranya yang paling monumental adalah; al-Figh al-Islami wa
‘adillatuh (8 jilid), Usul al-Fiq al-Islami (2 jilid), al-Zara'i fi as-Syar’iyyah, asar al-
Harb fi al-Figh al-Islami, Dirasah Mudarana li bi al-Qawanin al-Wadiyyah, Nizam
al-Islam, at-Tafsir al-Munir (16 jilid), dan beberapa tulisan lain.



UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONES A
NOMOR 3 TAHUN 1997

TENTANG
PENGADILAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a

bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang
merupakan potensi dan penerus cita-Cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan
mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin
pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang;
bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan
dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan
memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan
secara khusus;

bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan penjelasan Pasal 8 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum, pengkhususan pengadilan anak berada di lingkungan Peradilan Umum dan
dibentuk dengan Undang-undang;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, dan ¢, perlu membentuk Undang- undang
tentang Pengadilan Anak;

Mengingat :

1
2.

3.

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
(Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor
20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADILAN ANAK.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1

2.

Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum

mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Anak Nakal adalah :

a. anak yang melakukan tindak pidana; atau

b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan
perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam
masyarakat yang bersangkutan.

Anak Didik Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan, Tim Pengamat Pemasyarakatan, dan Klien

Pemasyarakatan adalah Anak Didik Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan, Tim Pengamat



Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12
Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

4. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah
Tahanan Negara atau di tempat tertentu.

5. Penyidik adalah penyidik anak.

6. Penuntut Umum adalah penuntut umum anak.

7. Hakim adalah hakim anak.

8. Hakim Banding adalah hakim banding anak.

9. HakimKasas adalah hakim kasasi anak.

10. Orang tuaasuh adalah orang yang secara nyata mengasuh anak, selaku orang tuaterhadap anak.

11. Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan yang
mel akukan bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

12. Organisasi Sosial Kemasyarakatan adalah organisasi masyarakat yang mempunyai perhatian khusus
kepada masalah Anak Nakal.

13. Penasihat Hukum adalah penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 2
Pengadilan Anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum.

Pasal 3
Sidang Pengadilan Anak yang selanjutnya disebut Sidang Anak, bertugas dan berwenang memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini.

Pasal 4
(1) Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan)
tahun tetapi belum mencapai umur 18 (del apan bel as) tahun dan belum pernah kawin.
(2) Daam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan
digjukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi
belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap digjukan ke Sidang Anak.

Pasal 5

(1) Daam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak
pidana, makaterhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik.

(2) Apabilamenurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) masih dapat dibina oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan
kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya.

(3) Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan
anak tersebut kepada Departemen Sosia setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing
Kemasyarakatan.

Pasal 6
Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, dan Penasihat Hukum, serta petugas lainnya dalam Sidang Anak tidak
memakai toga atau pakaian dinas.

Pasal 7
(1) Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa diajukan ke Sidang Anak,
sedangkan orang dewasa diajukan ke sidang bagi orang dewasa.
(2) Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan Anggota Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia digjukan ke Sidang Anak, sedangkan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
digjukan ke Mahkamah Militer.

Pasal 8



(1) Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup.

(2) Daam hal tertentu dan dipandang perlu pemeriksaan perkara anak sebagai mana dimaksud dalam ayat (1)
dapat dilakukan dalam sidang terbuka.

(3) Dalam sidang yang dilakukan secara tertutup hanya dapat dihadiri oleh anak yang bersangkutan
beserta orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasihat Hukum, dan Pembimbing K emasyarakatan.

(4) Selain mereka yang disebut dalam ayat (3), orang- orang tertentu atas izin hakim atau majelis hakim
dapat menghadiri persidangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(5) Pemberitaan mengenai perkara anak mulai sejak penyidikan sampai saat sebelum pengucapan putusan
pengadilan menggunakan singkatan dari nama anak, orang tua, wali, atau orang tua asuhnya.

(6) Putusan pengadilan dalam memeriksa perkara anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum.

BAB I
HAKIM DAN WEWENANG SIDANG ANAK
Bagian Pertama
Hakim

Pasal 9
Hakim ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan
Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi.

Pasal 10
Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim sebagai mana dimaksud dalam Pasal 9 adalah :
a. telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum; dan
b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

Pasal 11
(1) Hakim memeriksadan memutus perkara anak dalam tingkat pertama sebagai hakim tunggal.
(2) Daam ha tertentu dan dipandang perlu, Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan pemeriksaan
perkaraanak dilakukan dengan hakim majelis.
(3) Hakim dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Panitera atau seorang Panitera Pengganti.

Bagian Kedua
Hakim Banding

Pasal 12
Hakim Banding ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua
Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

Pasal 13
Syarat-syarat yang berlaku untuk Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, berlaku pula untuk Hakim
Banding.

Pasal 14
(1) Hakim Banding memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat banding sebagai hakim tunggal.
(2) Daam hal tertentu dan dipandang perlu, Ketua Pengadilan Tinggi dapat menetapkan pemeriksaan
perkaraanak dilakukan dengan hakim majelis.
(3) Hakim Banding dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Panitera atau seorang Panitera
Pengganti.

Pasal 15
Ketua Pengadilan Tinggi memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap jalannya peradilan di dalam
daerah hukumnya agar Sidang Anak diselenggarakan sesuai dengan Undang-undang ini.



Bagian Ketiga
Hakim Kasasi

Pasal 16
Hakim Kasasi ditetapkan berdasarkan Surat K eputusan K etua Mahkamah Agung.

Pasal 17
Syarat-syarat yang berlaku untuk Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, berlaku pula untuk Hakim
Kasasi.

Pasal 18
(1) Hakim Kasasi memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat kasasi sebagai hakim tunggal.
(2) Daam ha tertentu dan dipandang perlu, Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan pemeriksaan
perkaraanak dilakukan dengan hakim majelis.
(3) Hakim Kasasi dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Panitera atau seorang Panitera
Pengganti.

Pasal 19
Pengawasan tertinggi atas Sidang Anak dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Bagian Keempat
Peninjauan Kembali

Pasal 20
Terhadap putusan pengadilan mengenai perkara Anak Nakal yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
dapat dimohonkan peninjauan kembali oleh anak dan atau orang tua, wali, orang tua asuh, atau Penasihat
Hukumnya kepada M ahkamah Agung sesuai dengan ketentuan Undang- undang yang berlaku.

Bagian Kelima
Wewenang Sidang Anak

Pasal 21
Sidang Anak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dalam hal perkara
Anak Nakal.

BAB IlI
PIDANA DAN TINDAKAN

Pasal 22
Terhadap Anak Nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam Undang-undang
ini.

Pasal 23
(1) Pidanayang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.
(2) Pidanapokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :

a pidanapenjarg;

b. pidana kurungan;

C. pidana denda; atau
d. pidana pengawasan.

(3) Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap Anak Nakal dapat juga dijatuhkan
pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.

(4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.
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Pasal 24
Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :
a. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
b. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
c. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di
bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan
yang ditetapkan oleh Hakim.

Pasal 25
Terhadap Anak Nakal sebagai mana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, Hakim menjatuhkan pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau tindakan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 24.
Terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf b, Hakim menjatuhkan
tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 26
Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2
huruf a, paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
Apabila Anak Naka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana
yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat
dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.
Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12
(dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur
hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b.
Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12
(dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana
penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagai mana
dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 27

Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2
huruf a, paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.
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Pasal 28
Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal paling banyak 1/2 (satu per dua) dari
maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.
Apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyatatidak dapat dibayar maka diganti
dengan wajib latihan kerja.
Wagjib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan
lamalatihan kerjatidak Iebih dari 4 (empat) jam sehari sertatidak dilakukan padamalam hari.

Pasal 29
Pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh Hakim, apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2
(dua) tahun.
Dalam putusan pengadilan mengenai pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan
syarat umum dan syarat khusus.
Syarat umum ialah bahwa Anak Nakal tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa
pidanabersyarat.
Syarat khusus ialah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan
hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.
Masa pidana bersyarat bagi syarat khusus lebih pendek daripada masa pidana bersyarat bagi syarat
umum.
Jangka waktu masa pidana bersyarat sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.
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Selama menjadani masa pidana bersyarat, Jaksa melakukan pengawasan, dan Pembimbing
Kemasyarakatan melakukan bimbingan agar Anak Nakal menepati persyaratan yang telah ditentukan.
Anak Nakal yang menjalani pidana bersyarat dibimbing oleh Balai Pemasyarakatan dan berstatus
sebagai Klien Pemasyarakatan.

Selama Anak Nakal berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan dapat mengikuti pendidikan sekolah.

Pasal 30
Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
angka 2 huruf a, paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
Apabilaterhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, dijatuhkan pidana
pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka anak tersebut ditempatkan di bawah
pengawasan Jaksa dan bimbingan Pembimbing K emasyarakatan.
Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana pengawasan diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal 31
Anak Naka yang oleh Hakim diputus untuk diserahkan kepada negara, ditempatkan di Lembaga
Pemasyarakatan Anak sebagai Anak Negara.
Demi kepentingan anak, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak dapat mengajukan izin kepada Menteri
Kehakiman agar Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditempatkan di lembaga pendidikan
anak yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau swasta.

Pasal 32

Apabila Hakim memutuskan bahwa Anak Nakal wajib mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf ¢, Hakim dalam keputusannya sekaligus menentukan
lembaga tempat pendidikan, pembinaan, dan latihan kerjatersebut dilaksanakan.

BAB IV
PETUGAS KEMASYARAKATAN

Pasal 33

Petugas kemasyarakatan terdiri dari :

a
b.
C.
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Pembimbing Kemasyarakatan dari Departemen K ehakiman;
Pekerja Sosial dari Departemen Sosia; dan
Pekerja Sosial Sukarela dari Organisasi Sosial Kemasyarakatan.

Pasal 34

Pembimbing Kemasyarakatan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a bertugas :

a.  membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara Anak Nakal,
baik di dalam maupun di luar Sidang Anak dengan membuat laporan hasil penelitian
kemasyarakatan;

b. membimbing, membantu, dan mengawasi Anak Nakal yang berdasarkan putusan pengadilan
dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada negara dan harus
mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga
Pemasyarakatan.

Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, bertugas membimbing, membantu, dan

mengawasi Anak Nakal yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada Departemen Sosial

untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud dalam ayat (2) Pekerja Sosial mengadakan koordinasi

dengan Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 35



Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) dapat dibantu oleh Pekerja Sosial Sukarela sebagai mana dimaksud dalam Pasal
33 huruf c.

Pasal 36
Ketentuan mengenai tugas, kewajiban, dan syarat-syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan diatur Iebih
lanjut dengan Keputusan Menteri Kehakiman.

Pasal 37
Ketentuan mengenai tugas, kewajiban, dan syarat-syarat bagi Pekerja Sosia diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Menteri Sosial.

Pasal 38
Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial harus mempunyai keahlian khusus sesuai dengan tugas
dan kewgjibannya atau mempunyai keterampilan teknis dan jiwa pengabdian di bidang usaha kesejahteraan
sosial.

Pasal 39
(1) Pekerja Sosial Sukarela harus mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dan minat untuk membina,
membimbing, dan membantu anak demi kelangsungan hidup, perkembangan fisik, mental, sosial, dan
perlindungan terhadap anak.
(2) Pekerja Sosid Sukarela memberikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil
bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi
pidana atau tindakan.

BABV
ACARA PENGADILAN ANAK
Bagian Pertama
Umum

Pasd 40
Hukum Acara yang berlaku diterapkan pula dalam acara pengadilan anak, kecuali ditentukan lain dalam
Undang- undang ini.

Bagian Kedua
Perkara Anak Nakal
Paragraf 1
Penyidikan

Pasa 41
(1) Penyidikan terhadap Anak Nakal, dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat
Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala
Kepolisian Republik Indonesia.
(2) Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
a. telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidanayang dilakukan oleh orang dewasa;
b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.
(3) Daam hal tertentu dan dipandang perlu, tugas penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat
dibebankan kepada :
a. penyidik yang melakukan tugas penyidikan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa;
atau
b. penyidik lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Pasal 42
(1) Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekel uargaan.
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Dalam melakukan penyidikan terhadap Anak Nakal, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran
dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari
ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.

Proses penyidikan terhadap perkara Anak Nakal wajib dirahasiakan.

Paragraf 2
Penangkapan dan Penahanan

Pasal 43
Penangkapan Anak Nakal dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana.
Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan guna kepentingan pemeriksaan untuk
paling lama 1 (satu) hari.

Pasal 44
Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (3)
huruf a, berwenang melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana
berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
Penahanan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) hanya berlaku untuk paling lama 20 (dua puluh) hari.
Jangka waktu sebagai mana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan
yang belum selesai, atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum yang
berwenang, untuk paling lama 10 (sepuluh) hari.
Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah harus
menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada Penuntut Umum.
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilampaui dan berkas perkara belum
diserahkan, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
Penahanan terhadap anak dilaksanakan di tempat khusus untuk anak di lingkungan Rumah Tahanan
Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara, atau di tempat tertentu.

Pasal 45
Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh memper-timbangkan kepentingan anak dan
atau kepentingan masyarakat.
Alasan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan secara tegas dalam surat
perintah penahanan.
Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa.
Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi.

Pasal 46
Untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan
lanjutan.
Penahanan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) untuk paling lama 10 (sepuluh) hari.
Jangka waktu sebagai mana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan
yang belum selesai, atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh K etua Pengadilan Negeri
yang berwenang untuk paling lama 15 (limabelas) hari.
Dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari, Penuntut Umum harus melimpahkan berkas perkara anak
kepada pengadilan negeri.
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilampaui dan berkas perkara belum
dilimpahkan ke pengadilan negeri, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pasa 47
Untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim di sidang pengadilan berwenang mengeluarkan surat perintah
penahanan anak yang sedang diperiksa.
Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk paling lama 15 (limabelas) hari.
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Jangka waktu sebagai mana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan
yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk paling
lama 30 (tiga puluh) hari.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampaui dan Hakim belum memberikan
putusannya, maka anak yang bersangkutan harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pasal 48
Untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim Banding di sidang pengadilan berwenang mengeluarkan surat
perintah penahanan anak yang sedang diperiksa.
Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk paling lama 15 (limabelas) hari.
Jangka waktu sebagai mana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan
yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan untuk paling
lama 30 (tiga puluh) hari.
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampaui dan Hakim Banding belum
memberikan putusannya, maka anak yang bersangkutan harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pasal 49
Untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim Kasasi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan
anak yang sedang diperiksa.
Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk paling lama 25 (dua puluh lima) hari.
Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan
yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama 30 (tiga
puluh) hari.
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampaui dan Hakim Kasasi belum
memberikan putusannya, maka anak yang bersangkutan harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pasal 50
Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 46, Pasal 47,
Pasal 48, dan Pasal 49, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa
dapat diperpanjang berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena tersangka atau
terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan
dokter.
Perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk paling lama 15 (lima
belas) hari, dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling
lama 15 (limabelas) hari.
Perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan oleh :
a.  KetuaPengadilan Negeri dalam tingkat penyidikan dan penuntutan;
b. KetuaPengadilan Tinggi dalam tingkat pemeriksaan di pengadilan negeri;
c. KetuaMahkamah Agung dalam tingkat pemeriksaan banding dan kasasi.
Penggunaan kewenangan perpanjangan penahanan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
dilakukan secara bertahap dan dengan penuh tanggung jawab.
Setelah waktu 30 (tiga puluh) hari, walaupun perkara tersebut belum selesai diperiksa atau belum
diputus, tersangka atau terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
Terhadap perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tersangka atau terdakwa
dapat mengajukan keberatan kepada:
a.  KetuaPengadilan Tinggi dalam tingkat penyidikan dan penuntutan;
b. KetuaMahkamah Agung dalam tingkat pemeriksaan pengadilan negeri dan pemeriksaan banding.

Pasal 51
Setiap Anak Nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang
atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara
yang ditentukan dalam Undang-undang ini.



(2) Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada tersangka dan
orang tua, wali, atau orang tua asuh, mengenai hak memperoleh bantuan hukum sebagaimana dimaksud
daam ayat (1).

(3) Setiap Anak Nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan Penasihat
Hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 52
Daam memberikan bantuan hukum kepada anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Penasihat
Hukum berkewajiban memperhatikan kepentingan anak dan kepentingan umum serta berusaha agar suasana
kekeluargaan tetap terpelihara dan peradilan berjalan lancar.

Paragraf 3
Penuntutan
Pasal 53
(1) Penuntutan terhadap Anak Nakal dilakukan oleh Penuntut Umum, yang ditetapkan berdasarkan Surat
Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.
(2) Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
adalah :
a. telah berpengalaman sebagai penuntut umum tindak pidanayang dilakukan oleh orang dewasa;
b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.
(3) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, tugas penuntutan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dapat
dibebankan kepada Penuntut Umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang
dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 54
Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, makaia
wajib dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana.

Paragraf 4
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Pasal 55
Dalam perkara Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, Penuntut Umum, Penasihat
Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua, wali, atau orang tua asuh dan saksi, wajib hadir dalam
Sidang Anak.

Pasal 56
(1) Sebelum sidang dibuka, Hakim memerintahkan agar Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan
laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan.
(2) Laporan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) berisi :
a. dataindividu anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial anak; dan
b. kesimpulan atau pendapat dari Pembimbing K emasyarakatan.

Pasa 57
(1) Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, terdakwa
dipanggil masuk beserta orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasihat Hukum, dan Pembimbing
Kemasyarakatan.
(2) Selama dalam persidangan, terdakwa didampingi orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasihat
Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 58
(1) Padawaktu memeriksa saksi, Hakim dapat memerintahkan agar terdakwa dibawa keluar ruang sidang.
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Pada waktu pemeriksaan saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), orang tua, wali, atau orang tua
asuh, Penasihat Hukum, dan Pembimbing K emasyarakatan tetap hadir.

Pasal 59
Sebelum mengucapkan putusannya, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua, wali, atau orang
tua asuh untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak.
Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mempertimbangkan laporan penelitian
kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan.
Putusan pengadilan wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

BAB VI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK

Pasal 60
Anak Didik Pemasyarakatan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak yang harus terpisah dari
orang dewasa.
Anak yang ditempatkan di lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhak memperoleh
pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasa 61
Anak Pidana yang belum selesai menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Anak dan telah
mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan.
Anak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun,
tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun ditempatkan di Lemb aga Pemasyarakatan secara
terpisah dari yang telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.

Pasal 62
Anak Pidana yang telah menjalani pidana penjara 2/3 (dua per tiga) dari pidana yang dijatuhkan yang
sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan dan berkelakuan baik, dapat diberikan pembebasan bersyarat.
Anak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di bawah pengawasan Jaksa dan
Pembimbing Kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan.
Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan masa percobaan yang
lamanya sama dengan sisa pidanayang harus dijalankannya.
Dalam pembebasan bersyarat ditentukan syarat umum dan syarat khusus sebagai mana dimaksud dalam
Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4).
Pengamatan terhadap pelaksanaan bimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Tim
Pengamat Pemasyarakatan.

Pasal 63

Apabila Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak berpendapat bahwa Anak Negara setelah menjalani masa
pendidikannya dalam lembaga paling sedikit 1 (satu) tahun dan berkelakuan baik sehingga tidak memerlukan
pembinaan lagi, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dapat mengajukan permohonan izin kepada Menteri

Kehakiman agar anak tersebut dapat dikeluarkan dari lembaga dengan atau tanpa syarat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 64

Pelaksanaan ketentuan Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN



Pasal 65
Perkara Anak Nakal yang pada saat berlakunya Undang- undang ini :
a  sudah diperiksa tetapi belum diputus, penyelesaian selanjutnya dilaksanakan berdasarkan hukum
acarayang berlaku sebelum berlakunya Undang-undang ini;
b.  sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri tetapi belum diperiksa, penyelesaian selanjutnya dilaksanakan
berdasarkan hukum acara Pengadilan Anak yang diatur dalam Undang-undang ini.

Pasal 66
Putusan hakim mengenai perkara Anak Nakal yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap, atau yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap tetapi belum dilaksanakan pada saat Undang-undang ini mulai
berlaku, penyel esaian selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Undang-undang ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasa 67
Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Kitab Undang-undang
Hukum Pidana dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 68
Undang-undang ini mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
padatanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI NEGARA SEKRETARISNEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd
MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 3



PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONES A
NOMOR 3 TAHUN 1997
TENTANG
PENGADILAN ANAK

UMUM

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-Cita perjuangan bangsa dan sumber daya
manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang
berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, diperlukan
pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental,
dan sosia serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di
masa depan. Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan tersebut, dihadapkan pada
permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku di

kalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, tanpa
mengenal status sosial dan ekonomi. Di samping itu, terdapat pula anak, yang karena satu dan lain hal tidak
mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental, maupun sosial. Karena keadaan diri
yang tidak memadai tersebut, maka baik sengaja maupun tidak sengaja sering juga anak melakukan tindakan
atau berperilaku yang dapat merugikan dirinya dan atau masyarakat.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh
berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus
globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan
gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan
masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam
pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh
akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan
perkembangan pribadinya.

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku Anak Nakal, perlu
dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat
menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan
sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karenaitu, dalam menghadapi masalah Anak Nakal, orang
tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan,

dan pengembangan perilaku anak tersebut.

Hubungan antara orang tua dengan anaknya merupakan suatu hubungan yang hakiki, baik hubungan
psikologis maupun mental spiritualnya. Mengingat ciri dan sifat anak yang khas tersebut, maka dalam

menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap Anak Nakal diusahakan agar anak dimaksud jangan dipisahkan
dari orang tuanya. Apabila karena hubungan antara orang tua dan anak kurang baik, atau karena sifat
perbuatannya sangat merugikan masyarakat sehingga perlu memisahkan anak dari orang tuanya, hendaklah
tetap dipertimbangkan bahwa pemisahan tersebut semata-mata demi pertumbuhan dan perkembangan anak
secara sehat dan wajar.

Di samping pertimbangan tersebut di atas, demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu

ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidananya. Dalam hubungan ini

pengaturan pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana, yang lama pelaksanaan penahanannya ditentukan sesuai dengan kepentingan anak
dan pembedaan ancaman pidanabagi anak yang ditentukan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang
penjatuhan pidananya ditentukan 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana yang dilakukan oleh
orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan
terhadap anak.

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang- undang ini dimaksudkan untuk lebih
melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang.



Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui
pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan
bergunabagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam Undang-undang ini ditentukan berdasarkan perbedaan umur
anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan
tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan
kepada Negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas 12 (dua belas) sampai 18
(delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Pembedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan
perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, maka perkara Anak
Nakal, wajib disidangkan pada Pengadilan Anak yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Dengan
demikian, proses peradilan perkara Anak Naka dari sejak ditangkap, ditahan, diadili, dan gembinaan
selanjutnya, wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak.

Daam penyelesaian perkara Anak Nakal, Hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian
kemasyarakatan yang dihimpun oleh Pembimbing Kemasyarakatan mengenai data pribadi maupun keluarga
dari anak yang bersangkutan. Dengan adanya hasil laporan tersebut, diharapkan Hakim dapat memperoleh
gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan.

Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan, oleh sebab itu
Hakim harus yakin benar, bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk
mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai
warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara.

Untuk lebih memantapkan upaya pembinaan dan pemberian bimbingan bagi Anak Nakal yang telah diputus
oleh Hakim, maka anak tersebut ditampung di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Berbagai pertimbangan
tersebut di atas serta dalam rangka mewujudkan peradilan yang memperhatikan perlindungan dan
kepentingan anak, maka perlu diatur ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan yang
khusus bagi anak dalam lingkungan Peradilan Umum.

Dengan demikian, Pengadilan Anak diharapkan memberikan arah yang tepat dalam pembinaan dan
perlindungan terhadap anak.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Sesuai dengan asas praduga tak bersalah, maka seorang Anak Nakal yang sedang dalam proses peradilan
tetap dianggap sebagai tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum
tetap.

Batas umur 8 (delapan) tahun bagi Anak Nakal untuk dapat digjukan ke Sidang Anak didasarkan pada
pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis, bahwa anak yang belum mencapai umur 8 (delapan)
tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap anak yang melakukan tindak pidana
sebelum mencapai umur 8 (delapan) tahun tetap diterapkan asas pradugatak bersalah.

Penyidikan terhadap anak dilakukan untuk apakah anak melakukan tindak pidana seorang diri atau ada unsur
pengikutsertaan (deelneming) dengan anak yang berumur di atas 8 (delapan) tahun atau dengan orang
dewasa.

Ayat (2)



Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 6

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk menciptakan suasana kekel uargaan pada Sidang Anak.

Pasal 7

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Undang-undang ini memberikan

perlakuan khusus terhadap anak, dalam arti harus ada pemisahan perlakuan terhadap anak dan perlakuan

terhadap orang dewasa, atau terhadap Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam perkara

koneksitas.

Y ang dimaksud dengan "Mahkamah Militer" adalah pengadilan di lingkungan Peradilan Militer.

Pasal 8

Ayat (1)

Pemeriksaan perkara anak dilakukan dalam sidang tertutup untuk melindungi kepentingan anak.

Ayat (2)

Pada prinsipnya pemeriksaan perkara anak harus dilakukan secara tertutup. Walaupun demikian dalam hal

tertentu dan dipandang perlu, Hakim dapat menetapkan pemeriksaan perkara dilakukan secara terbuka, tanpa

mengurangi hak anak. Hal tertentu dan dipandang perlu tersebut antaralain karena sifat dan keadaan perkara

harus dilakukan secara terbuka. Suatu sifat perkara akan diperiksa secara terbuka misalnya perkara

pelanggaran lalu lintas, sedangkan dilihat dari keadaan perkara msalnya pemeriksaan perkara di tempat

kejadian perkara.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "orang-orang tertentu" antara lain psikolog, tenaga pendidik, ahli agama, tenaga

peneliti, dan mahasiswa yang mengadakan riset.

Ayat (5)

Tanpa mengurangi hak yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan atau kode etik penyiaran berita,

pemberitaan mengenai hal yang terkait dengan perkara anak perlu dibatasi. Oleh karenaitu, sejak penyidikan

sampai sebelum putusan pengadilan dijatuhkan, nama phak-pihak yang terkait dengan perkara anak

digunakan singkatan.

Ayat (6)

Meskipun pemeriksaan perkara Anak Nakal dilakukan dalam sidang tertutup, namun putusan Hakim sesuai

dengan ketentuan yang berlaku wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak" adalah

memahami :

1) pembinaan anak yang meliputi pola asuh keluarga, pola pembinaan sopan santun, disiplin anak, serta
melaksanakan pendekatan secara ef ektif, afektif, dan simpatik;

2) pertumbuhan dan perkembangan anak; dan

3) berbagai tatanilai yang hidup di masyarakat yang mempengaruhi kehidupan anak.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "hal tertentu" adalah apabila ancaman pidana atas tindak pidana yang dilakukan

anak yang bersangkutan lebih dari 5 (lima) tahun dan sulit pembuktiannya.

Ayat (3)



Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 11 ayat (2).

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Y ang dimaksud dengan "bimbingan" adalah pengarahan dan petunjuk, tanpa mengurangi kebebasan Hakim,
dari Ketua Pengadilan Tinggi kepada Hakim di daerah hukumnya, apabila Hakim tidak melaksanakan tugas
sesual dengan prosedur yang ditentukan dalam Undang-undang ini.
Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 11 ayat (2).

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pembayaran ganti rugi yang dijatuhkan sebagai pidanatambahan merupakan tanggung jawab dari orang tua
atau orang lain yang menjalankan kekuasaan orang tua.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Meskipun anak dikembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh, anak tersebut tetap di bawah
pengawasan dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan, antara lain mengikuti kegiatan kepramukaan dan
lain- lain.

Huruf b



Apabila Hakim berpendapat bahwa orang tua, wali, atau orang tua asuh tidak dapat memberikan pendidikan
dan pembinaan yang lebih baik, maka Hakim dapat menetapkan anak tersebut ditempatkan di Lembaga
Pemasyarakatan Anak untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Latihan kerja dimaksudkan untuk memberikan bekal keterampilan kepada anak, misalnya dengan memberikan
keterampilan mengenai pertukangan, pertanian, perbengkelan, tata rias, dan sebagainya sehingga setelah
selesai menjalani tindakan dapat hidup mandiri.

Huruf ¢

Pada prinsipnya pendidikan, pembinaan dan latihan kerja diselenggarakan oleh Pemerintah di Lembaga
Pemasyarakatan Anak atau Departemen Sosial, tetapi dalam hal kepentingan anak menghendaki, Hakim

dapat menetapkan anak yang bersangkutan

diserahkan kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan, seperti pesantren, panti sosial, dan lembaga sosial

lainnya dengan memperhatikan agama anak yang bersangkutan.

Ayat (2)

Y ang dimaksud dengan "teguran" adalah peringatan dari Hakim baik secara langsung terhadap anak yang
dijatuhi tindakan maupun secara tidak langsung melalui orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, agar anak
tersebut tidak mengulangi perbuatan yang mengakibatkan ia dijatuhi tindakan.

Yang dimaksud dengan "syarat tambahan" misalnya kewajiban untuk melapor secara periodik kepada
Pembimbing K emasyarakatan.

Pasal 25

Dalam menentukan pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak, Hakim memperhatikan berat
ringannyatindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan. Di samping itu Hakim
juga wajib memperhatikan keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua, wali, atau orang tua asuh,

hubungan antara anggota keluarga dan keadaan lingkungannya. Demikian pula, Hakim wajib memperhatikan
laporan Pembimbing K emasyarakatan.

Pasal 26

Ayat (1)

Y ang dimaksud dengan "maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa' adalah maksimum ancaman
pidana penjara terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan yang ditentukan dalam Kitab Undang-
undang Hukum Pidana atau Undang-undang lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 27

Yang dimaksud dengan "maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa' adalah maksimum
ancaman pidana kurungan terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan yang ditentukan dalam

Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Undang-undang lainnya.

Pasal 28

Ayat (1)

Y ang dimaksud dengan "maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa' adalah maksimum ancaman
pidana denda terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan yang ditentukan dalam Kitab Undang-
undang Hukum Pidana atau Undang-undang lainnya.

Ayat (2)

Wagjib latihan kerja dimaksudkan sebagai pengganti pidana denda yang sekaligus untuk mendidik anak yang
bersangkutan agar memiliki keterampilan yang bermanfaat bagi dirinya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas



Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "syarat khusus" antara lain tidak boleh mengemudikan kendaraan bermotor, atau
diwajibkan mengikuti kegiatan yang diprogramkan Balai Pemasyarakatan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Y ang dimaksud dengan "pendidikan sekolah" adalah pendidikan yang dilaksanakan di sekolah sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pasal 30

Yang dimaksud dengan "pidana pengawasan" adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak, yakni
pengawasan yang dilakukan oleh Jaksa terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak
tersebut, dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Demi kepentingan anak, Kepala Lembaga Pemasyarakatan diberikan kewenangan untuk memindahkan Anak
Negara dari Lembaga Pemasyarakatan Anak ke lembaga pendidikan anak yang diselenggarakan Pemerintah
atau swasta dengan memperhatikan agama anak yang bersangkutan. Pemberian kewenangan ini didasarkan
pada pertimbangan karena Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak mengetahui dengan baik mengenai

perkembangan anak selama mengalami pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, serta
pembinaan Anak Negara selanjutnya. Namun kewenangan untuk memindahkan Anak Negara ini harus
mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri Kehakiman.

Y ang dimaksud dengan "lembaga pendidikan anak" adalah setiap |lembaga yang menyelenggarakan kegiatan
dalam rangka memberikan pendidikan kepada anak, baik jasmani, rohani, maupun sosial anak.

Pasal 32

Keharusan mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, khusus dikenakan kepada Anak Nakal yang
tidak atau kurang mengenal disiplin dan ketertiban dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)



Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Lihat penjelasan Pasal 10 huruf b.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "hal tertentu" adalah dalam hal belum terdapat penyidik anak yang persyaratan
pengangkatannya sebagai mana ditentukan dalam Undang- undang ini.

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar penyidikan tetap dapat dilaksanakan, walaupun di daerah
tersebut belum ada penunjukan penyidik anak, sedangkan penyidik lain dalam huruf b adalah Penyidik
Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang yang berlaku.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dalam suasana kekeluargaan" antara lain pada waktu memeriksa tersangka,
Penyidik tidak memakai pakaian dinas dan melakukan pendekatan secara efektif, afektif, dan simpatik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Y ang dimaksud dengan "1 (satu) hari" adalah satu kali 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Y ang dimaksud dengan "tempat khusus" adalah tempat penahanan yang secara khusus diperuntukkan bagi
anak, yang terpisah dari tahanan orang dewasa. Apabila di dalam suatu daerah belum terdapat Rumah
Tahanan Negara atau Cabang Rumah Tahanan Negara, atau apabila di kedua tempat tahanan di atas sudah
penuh, maka penahanan terhadap anak dapat dilaksanakan di tempat tertentu lainnya dengan tetap
memperhatikan kepentingan pemeriksaan perkara dan kepentingan anak.

Pasal 45

Ayat (1)

Pada dasarnya penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, namun penahanan terhadap anak
harus pula memperhatikan kepentingan anak yang menyangkut pertum buhan dan perkembangan anak baik
fisik, mental, maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Kebutuhan rohani anak termasuk kebutuhan intelektual anak.

Pasal 46



Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan
penuntutan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan ini tidak mengurangi hak orang tua, wali, orang tua asuh, atau petugas kemasyarakatan untuk
berhubungan langsung dengan anak yang ditangkap atau ditahan.

Pasal 52

Dalam melaksanakan kewajiban ini, Penasihat Hukum memperhatikan pula pendapat petugas
kemasyarakatan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 33.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Avyat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Lihat penjelasan Pasal 10 huruf b.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "hal tertentu" adalah dalam hal belum terdapat penuntut umum anak yang

persyaratan pengangkatannya sebagai mana ditentukan dalam Undang-undang ini. Ketentuan dalam ayat ini
dimaksudkan agar penuntutan tetap dapat dilaksanakan, walaupun di daerah tersebut belum ada penunjukan
penuntut umum anak.

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Meskipun pada prinsipnya tindak pidana merupakan tanggung jawab terdakwa sendiri, tetapi karena dalam
hal ini terdakwanya adalah anak, maka tidak dapat dipisahkan dengan kehadiran orang tua, wali, atau orang
tua asuh.

Pasal 56

Ayat (1)

Y ang dimaksud dengan "sebelum sidang dibuka' adalah sebelum sidang secara resmi dibuka. Ketentuan ini

dimaksudkan untuk memberi cukup waktu bagi Hakim untuk mempelgjari laporan penelitian kemasyarakatan,

kepentingan pemeriksaan" adalah kepentingan pemeriksaan dalam rangka



karena itu laporan tersebut tidak diberikan pada saat menjelang sidang melainkan beberapa waktu

sebelumnya.

Hakim wajib meminta penjelasan kepada Pembimbing Kemasyarakatan atas hal tertentu yang berhubungan
dengan perkara anak untuk mendapatkan data yang lebih lengkap.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Terdakwa dibawa ke luar sidang dimaksudkan untuk menghindari adanya hal yang mempengaruhi jiwa anak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Y ang dimaksud dengan "wajib" dalam ayat ini adalah apabila ketentuan ini tidak dipenuhi, mengakibatkan
putusan batal demi hukum.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Apabiladi dalam suatu daerah belum terdapat L embaga Pemasyarakatan Anak sebagai mana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka Anak Didik Pemasyarakatan dapat
ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa.

Ayat (2)

Hak yang diperoleh Anak Didik Pemasyarakatan selama ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak
sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam pemberian
hak tersebut tetap perlu diperhatikan pembinaan bagi anak yang bersangkutan, antara lain mengenai

pertumbuhan dan perkembangan baik fisik, mental, maupun sosial anak.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penempatan Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan menyediakan blok tertentu bagi

mereka yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun.

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Untuk mengeluarkan anak dari Lembaga Pemasyarakatan Anak diperlukan izin dari Menteri Kehakiman, agar
mengenai masal ah tersebut dapat dil aksanakan dengan tertib.

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas
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